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§ujuan cfjé,enelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi pelayanan publik melalui
gbtribusgparkir berbasis Electronic Data Capture (EDC) oleh Dinas Perhubungan
di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru serta faktor penghambat terjadinya
gp)novasi rertribusi parkir menggunakan sistem digitalisasi. Latar belakang
§ene|itian ini didasarkan pada pentingnya peningkatan pelayanan parkir yang
gman, nyaman, transparansi, akuntabilitas kepada masyarakat Kota Pekanbaru,
aan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi
garkir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif dengan metode
g;skriptif menggambarkan fenomena dilapangan, teknik pengumpulan data
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan Penelitian ini mencakup pihak
QPT Perparkiran, Kecamatan Senapelan, Petugas Parkir dan Masyarakat.
Eenelitiéﬁ ini merujuk pada teori 3 elemen sukses e-government yaitu support
%Iukung’én), capacity (kapasitas), value (nilai). Hasil dari penelitian ini
@enunjikkan bahwa inovasi digitalisasi retribusi parkir mempercepat proses
embaygran, mengurangi pembayaran menggunakan uang tunai, dan adanya
ganspar'é'nsi karena meminimalisir kebocoran pendapatan, secara realtime seluruh
f’ransaksg_ terpantau oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Namun, inovasi
tersebutsbelum berjalan maksimal karena terkendala oleh anggaran yang minim
sehinggﬁ,tidak terpenuhi sarana dan prarasana, kurangnya pelatihan dan sosialiasi
kepada‘r;'ﬁasyarakat dan petugas parkir dilapangan.

LY

wn
Kata Kg@nci : Inovasi, Electronic Data Capture (EDC), Kota Pekanbaru
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3 INNEVATION IN PUBLIC SERVICES THROUGH DIGITIZATION OF
3 2 LBYIES ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC) BASED PARKING
S § g BY THE TRANSPORTATION AGENCY IN SENAPELAN
EX-) 5 DISTRICT, PEKANBARU CITY
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§he purj@ose of this study is to find out the innovation of public services through
@arkmgmlevy based on Electronic Data Capture (EDC) by the Transportation
Office in Senapelan District, Pekanbaru City as well as the factors inhibiting the
éccurrence of parking levy innovations using the digitalization system. The
’éackground of this research is based on the importance of improving safe,
gomfortable, transparent, accountable parking services to the people of
éekanbaru City, and to increase Regional Original Revenue (PAD) from the
Darking levy sector. This study uses a qualitative approach with a descriptive
gjnethod describing phenomena in the field, interview data collection techniques,
gbservation, and documentation. The informants of this research include the
Earking UPT, Senapelan District, Parking Officers and the Community. This
ﬁesearc%’ refers to the theory of 3 elements of e-government success, namely
§Jpport;ocapa0|ty, and value. The results of this study show that the innovation of
§|g|t|zmg parking levies speeds up the payment process, reduces payments using
gash argzl there is transparency because it minimizes revenue leakage, in real time
gll transactions are monitored by the Pekanbaru City Transportation Office.
Elowevecf; these innovations have not run optimally because they are constrained
by a mlﬁlmal budget so that facilities and facilities are not met, lack of training
and socgllzatlon to the community and parking officers in the field.
<

Keywords : Innovation, Electronic Data Capture (EDC), Pekanbaru City
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:Dinas Perhubungan di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru”.
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\ﬂ/'ﬂl BABI

PENDAHULUAN

£3eH O

Latar Belakang

unpuiiedid yeH
di

Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu faktor keberhasilan

w

s dynBuswsuese|q °|

s

Buepn-Buegun 16

m pengelolaan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kemajuan teknologi
-~

eauelbe

a

}

tunfatan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi, akuntabilitas,
Z

&z ne

=

a eﬁénensi pelayanan, pemerintah diharapkan untuk terus melakukan inovasi
(7))

=
lam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek pelayanan
Py

ng nf;__éhdapat perhatian adalah pengelolaan retribusi parkir di wilayah Kota

gunn|

|n§ elie

1 SI

Pekanbaru, yang memiliki peran penting dalam pengelolaan Pendapatan Asli

due

g)aerah (PAD). Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor

OUd

£ Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Walikota Nomor 138

wny

Fahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran pada Pasal 4 mengenai

ep u

genggunaan teknologi informasi, dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2
W

us

Lol

@ahun 2;925 tentang peninjauan tarif retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi

C

S @
falan umum.
E 5

& A

()

S

Pﬁsrkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah banyak
=
aspek kehidupan masyarakat. Salah satu bidang yang turut merasakan dampak

dari tr%lsformasi digital yaitu sektor transportasi (perhubungan). Di Kota

LY

Pekanbgfu, terutama pada Kecamatan Senapelan, pengelolaan retribusi parkir
=

merupag’an salah satu isu penting yang perlu diatasi guna mendukung kelancaran
<

arus lalé_lintas di tengah pesatnya urbansasi dan bertambahnya jumlah kendaraan
-~

di Kota?ekanbaru agar pengelolaan retribusi parkir lebih efisien dan transparan.

I

nery w
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£

(=2

il

Dalam upaya tersebut, penerapan sistem digitalisasi menjadi langkah yang sangat

=T 0

Elfvan.T

Q0 I

o =

Sg o

g i Retrlbu51 parkir pada Kota Pekanbaru dipungut oleh pihak instansi

Q@ £ o

ﬁ‘eélerngah yakni Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan bertanggung jawab
(=

3 3

gngjk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan parkir di Kota Pekanbaru.

B e

gll:mk yang ditugaskan ini dapat berupa perusahaan yang ditunjuk oleh Dinas

ca o

(2]

Eerhubu',:ngan, dikelola berizin dan perorangan yang akan memilih petugas parkir.

< =

= ©

§erikutz§nerupakan rincian tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

< £

— QO

Berdasafkan peraturan Walikota Pekanbaru No 2 Tahun 2025.

3.

5 Tabel 1. 1 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

©

Q

3 . Tarif Keterangan

% No Jenis Kendaraan Kendaraan (RP)

£ 1 | Kendaraan Roda 2 (dua) 1.000 SekallEdukn

3 Kendaraan

Q 5 ;

B 2 | Kendaraan Roda 4 (empat) 2.000 goraliPiiag

9 Kendaraan

§ 8 | Kendaraan Roda 6 (enam) 6.000 Slika“ .y

2 = endaraan

g ® Sumber: Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2025

§ Bgrdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru

c

3 =

gomorg Tahun 2025 mengenai tarif layanan parkir di tepi jalan umum, tarif

pelayangil parkir mengalami perubahan penurunan yang di tetapkan oleh

pemerilééh Kota Pekanbaru periode yang baru, namun nyatanya di lapangan
Q

petugas?parkir masih menerapkan tarif layanan parkir yang ditetapkan

e

pemerintahan sebelumnya, tidak memberikan karcis bukti pembayaran tarif parkir
w

yang sE{iah terbaru, sehingga tidak ada integritas dan akuntabel pemungutan

nery wrsey| ji
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h)

o

s

T

£
)

-
j
retribusi kepada publik. Dengan tarif yang sudah ditetapkan juga masih menjadi

©
oalan negatif bagi masyarakat Kota Pekanbaru.
o)

s
134eH

=

P_egngelolaan parkir yang ada saat ini masih banyak bergantung pada metode

—

cgnﬁuew Buel
n Hunpuig exd

® - .
1%hual yang rentan terhadap kesalahan administrasif, kecurangan, serta kurang

S

tif @an efisien dalam pengawasan serta pemungutan retribusi. Hal ini tentu
=

dapat mengurangi kualitas layanan publik dan mempengaruhi pendapatan
0p)

erah §ang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di

.y

QO
ota P%anbam.

e

fmge
Bepu

n uel
s
ugpun-

6

QQS

QO
Pénelitian ini menarik untuk dilakukan karena dengan temuan yang

1u1 sin} eAzzy ynu

harapkan dapat meningkatkan pelayanan parkir yang nyaman, transparan, dan

%} edug;

untabilitas kepada masyarakat Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan

rgmeou

napelan dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

g 0]

ekanbaru pada retribusi parkir. Adapun permasalahan yang ditemukan oleh

p

gou ue

enulis pada observasi lapangan yaitu:

Informasi

:1aquins ueyingaAu

* Kurang transparan pengelolaan
¢ Terdapat pelaksanaan pungutan
liar (tidak sah) atau ilegal
|

P

Pelayanan Parkir

Kurangnya kesadaran masyarakat

T ——— terhadap pungutan retribusi parkir
Ex C

+ Tidak Tercatat dengan batk

Sistem Pembayaran
r——

Gambar 1. 1 Fishbone permasalahan yang ditemukan

Sumber : Observasi lapangan 2025

nE!}I Lu!SB)I J!JP/(C uepirnec 1o /(l_IQJQAIUﬂ ITUIPTSTY 93]
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\/val

>
=6

{|

IC
-
ve}
<)

rdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui permasalahan yang ditemukan oleh

éezzulis ?pada observasi dilapangan. Beberapa permasalahan pada masyarakat

%aﬁ:_'%li kgtidakpedulian atau kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pungutan
=]

‘%ag(ir. %ada informasi yakni permasalahan kebocoran pendapatan dari retribusi

© =

§a§dr a:l%ibat pengelolaan yang kurang transparan atau pelaksanaan pungutan liar

Ei)%gli)gSerta pada sistem pembayaran yakni lahan parkir yang masih memakai

)

gis‘%em Fé)embayaran manual yang sering terjadi manipulasi dan tidak tercatat

(7))

=
ngan Sbaik. Berdasarkan hasil observasi penulis, pemungutan retribusi parkir

|rg'ehe>g.|nm|
d

lum I?Ziéksimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya integritas petugas pemungut

ul si

rkir di lapangan, penggunaan sistem pembayaran manual yang rentan terhadap

edu

manipulasi dan pencatatan yang tidak akurat, serta adanya premanisasi.

ua

‘;al"abel 1. 2 Data Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru

[ Pembayaran Sistem Manual
Q
2| No Lokasi Alamat  |Rata-rata Penghasilan Pungutan (Rp.)
5 Parkir Harian Bulanan Tahunan
§ 1 ¢pndomaret | JI. Kaharudin | 200.000 6.000.000 | 72.000.000
‘§ P Nt
=4 Y No.103,Simp
g o ang Tiga
% 2 EKFC Fried | J1. Arifin 300.000 9.000.000 | 108.000.000
z :'Chicken Ahmad, Kel
4 = Sidomulyo
3 ¥Aksen JI. Baru, Kec | 425.000 | 12.750.000 | 153.000.000
£ Coffee Sidomulyo
4 %Ruko JI. Arifin 150.000 4.500.000 | 54.000.000
5 (Wearing Ahmad No
FKlamby) | 15-16
o Komplek
;7 Platinum
P Bussines
3 Centre
5 pKopitiam | JI. Arifin 100.000 3.000.000 | 36.000.000
ahagia Ahmad No.
EB 1, Sidomulyo

nery w
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3
\/val

{|

6 | Apotek J1. Jend 300.000 9.000.000 | 108.000.000
HAsean Ahmad Yani
T No.147

7 PApotek J1. Jend 300.000 9.000.000 | 108.000.000
DY Ahmad Yani

2.

bMedikal | No. 122
Pulau Karam

e

Buepurj-Buepun 1punpuijig edip deH

8 §§Alfamart J1. Jend 150.000 4.500.000 54.000.000
E Ahmad Yani
i No.68D

9 FApotek J1. Jend 300.000 9.000.000 | 108.000.000
'jZ)Riau Ahmad Yani
e No.31

10 QRM J1. Jend 1.000.000 | 30.000.000 | 360.000.000

PPN

PBareSolok | Sudirman
o No.117,Rinti
S

et

11 | Pasar J1. Jend 2.000.000 | 60.000.000 | 720.000.000
Buah Sudirman
Pekanbaru | No.94 Sago,
Kec
Senapelan
12 | McDonald | J1. Jend 350.000 10.500.000 | 126.000.000
’s Sudirman
Ujung No
117, Rintis,
Kec Rintis
§ Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2025
(¢')
Berdasarkan tabel diatas merupakan data yang didapatkan penulis dalam
~

bserva?i terhadap pendapatan dari juru parkir di tepi jalan umum yang berada di

Jaguans ueyingakuaw uep ueywnyuesuaw edue) (ul sin} eAiey yninjes neje uelbeqes diynbusw buele|iq ‘|

Kecamaé:an Senapelan tepatnya pada lokasi Pasar Buah dan samping Plaza
Sukararizai secara sistem manual atau pembayaran melalui uang tunai dengan rata-
rata peaari pendapatan sebesar Rp. 2.000.000,00 dengan jumlah petugas parkir
sebany% 20 (dua puluh) orang 2 (dua) shift dengan waktu dimulai dari pukul
10;00 V&ZﬂB sampai dengan pukul 23;00 WIB setiap hari.

S

P&élihan pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum Kota Pekanbaru dari
A

V)
metodegnanual (tunai) menuju transformasi digital (non tunai) dalam pemberian

nery v
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=
B

)
\n/gelayanan kepada masyarakat, merupakan langkah strategis yang diambil oleh

_\ X @
%erlr&_ah daerah untuk mengurangi praktik pungutan liar. Selama ini, sistem

9‘%’

%aééu loyang melibatkan pembayaran tunai kepada petugas parkir seringkali
%egumt%lkan isu seperti kebocoran pendapatan dan minimnya trasnparansi dalam
8

Ercches p%nyetoran. Hal ini menciptakan peluang bagi terjadinya pungli (pungutan
Baé, ba;ik karena tidak semua hasil pungutan disetorkan ke anggaran daerah
‘i_g)]égupurgbemungutan tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c »

SDenganﬂx;fimplementasi sistem digital berbasis Electronic Data Capture (EDC),

Py
tlap tPansakS| parkir akan tercatat secara otomatis dalam sistem, sehingga tidak

rge/be

BuI S|

da kesempatan untuk manipulasi. Data transaksi dapat dimonitor secara langsung

leh Dinas Perhubungan, membuat pengawasan lebih efektif dan transparan

wousucedue

ublik lebih terjamin. Dengan transformasi diigital tidak hanya meningkatkan
isiensi dalam pembayaran, tetapi juga berfungsi sebagai alat penting untuk
encegah praktik pungutan liar.

w»
Sc—%}ring dengan perkembangan teknologi, penerapan sistem Electronic Data

ucgiep ugﬂwm

apture'fj(EDC) dalam pengelolaan parkir diharapkan dapat memberikan solusi

wns @eyingakus

gang Ieb’lh efektif dan efisien. Sistem digitalisasi EDC, yang umumnya digunakan

.’3

dalam fgansaksi elektronik dari sektor perbankan, kini bisa diterapkan untuk
-t
2]

mempefiudah proses pembayaran parkir dan memonitor kegiatan parkir secara
Q

real-timg, Selain itu, sistem ini juga dapat meminimalisir praktik kecurangan,
=

mengur§ngi kesalahan administratif, serta mempermudah pengawasan oleh Dinas

Perhubiﬁgan.
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)

Electronic Data Capture (EDC) sistem berbasis teknologi yang digunakan

A

x
Exey o

empermudah proses pembayaran secara elektronik. Dalam hal

emungytan parkir, Electronic Data Capture (EDC) memungkinkan masyarakat

abusurduele

&un !ngumg eydigeH

B1d

k membayar parkir dilakukan melalui perangkat seperti kartu debit, dompet

tal {e-wallet), QR Code, maupun pembayaran non-tunai lainnya yang

egrelbegas di
N A

sung terhubung dengan server pusat. EDC berfungsi untuk mencatat data

Buepen-6u

sakﬁ_’ secara real-time, yang kemudian diawasi oleh Dinas Perhubungan.

a3 ne)
QD
=}

S

pRINN|

euntungan utama dari penggunaan Sistem Electronic Data Capture (EDC) dalam
Py

ngelcﬂaan parkir adalah peningkatan efisiensi dalam transaksi, transparansi dan

%‘u surge/be

kurasi data, kemudahan pengawasan dan pengelolaan, peningkatan Pendapatan
aerah, dan peningkatan layanan publik kepada masyarakat khususnya di
ecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

E-government merupakan  penggunaan  teknologi  digital  untuk

ep uejwnjyRousurpdue

@entransformasikan kegiatan pemerintah dimana bertujuan untuk meningkatkan
® (.D

=

‘@anspar%nm efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan (AS, 2013).
C

Eerubargn pelayanan publik yang berawal dari manual dan sederhana menjadi e-

c

governrréent, dapat dikembangkan oleh pemerintah menjadi konsep smart city.

2 =]
Sz;:ét ini sudah ada beberapa kota di Indonesia yang sudah menerapkan
konsep.zsmart city melalui e-government (Widodo,2016). Guna dilakukan
Q
penerapan sistem digital menggunakan mesin EDC (Electronic Data Capture)
=

pada pe:&ungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru khususnya

wn
di Kecainatan Senapelan untuk menciptakan pelayanan parkir yang transparan,

yuI

akuntab#titas dan mampu meningkatan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di

nery wise
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3

£
)

\

ang perparkiran.

Buepun-Buepun 16unpuiig e3d1d yeH
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£ O ratu Paksi Pekanbaru
£

s RAMAYANA
o (= e spirnaiiany
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Provinsi Riau

I Kartint E

Gambar 1. 2 Mesin EDC pada pelayanan parkir tepi jalan umum
i Sumber : Data Olahan Penulis 2025

Gﬁnbar 1.2 menjelaskan bahwa terjadi sebuah pelayanan parkir yang
(¢

a@yjngakuaw uep ueswnjuesuaw eduey Ul sin} eAzey yninjas neje ueibeqgas diynbuaw Buelejq “|

hadirlgn oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (UPT Perpakiran) khususnya

8
Kecrgmatan Senapelan untuk kemajuan Kota Pekanbaru sebagai Kota

:Jaguuns

=
digitalisasi dan menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan inovasi pelayanan
)

parkir @rbasis digitalisasi ini dengan sebaik mungkin. Pembayaran retribusi

(0]

parkir i tepi jalan umum menggunakan sistem digitalisasi dengan mesin
=
Electroﬁsic Data Capture (EDC) untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota

9p]
Pekanbgfu dari sektor perparkiran, meningkatkan integritas petugas parkir di tepi

I

m
jalan urgam sehingga tidak ada pungutan liar dan tercatat secara real-time retribusi
0

nery wis
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h £

Soh

=Y

HID

0 parkir dan di pantau oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (UPT Perparkiran).

Buepun-Buepun 16unpuiig e3d1d yeH

neiy eysnsg NN Y!lw ejdido jey @

Gambar 1. 3 Tampilan Homescreen Mesin EDC

Pada Gambar 1.3 Tampilan Homescreen Mesin EDC menggambarkan

eggow eduey lul sijn} eAley yninjes neje uelbeges dynbusw Bueleiq °|

buah alat mesin Electronic Data Capture (EDC) berwarna jingga yang

@nu

igunakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) UPT Perparkiran untuk proses

|

mbayaran retribusi parkir. Pada layar mesin terdapat tampilan aplikasi Yabisa

U?UB

ofmw

arkingg’dengan dua pilihan menu utama yakni, Kendaraan Sepeda Motor (dengan

(¢
mbol motor) dan Kendaraan Mobil (dengan simbol mobil). Kemudian dibagian

eanq

j-)
Iagar, terlihat indikator jaringan 4G, level baterai 37%, serta waktu

3 (@
menunjgkkan pukul 09.21. dibawah layar menampilkan logo Yabisa Parking.
<

Jaq@ns u
QD
w

)
Terdapat simbol Near Field Communication (NFC) di bagian atas mesin,

<

yang mgmungkinkan pembayaran secara non-tunai dengan cara mendekatkan
9p]

kartu at%u perangkat yang sesuai. Alat ini dipegang oleh seorang petugas yang
=]

mengengkan seragam oranye dengan logo Dinas Perhubungan (Dishub),
V)
o

menandi%kan bahwa alat ini digunakan secara resmi untuk pengelolaan parkir

iV
ditepi jagan umum khususnya Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

nery
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Gambar 1. 4 Tampilan Metode Pembayaran Mesin EDC

BlY BYSNS NIN !lw e}dio yeH @

Sételah memilih kendaraan yang akan melakukan pembayaran, kemudian

1ul sin} eA1ey ynunjas neje ueibeges dinbusw Buelejq *|

&
3

o
D

memilih  metode pembayaran menggunakan merchant QRISS

Qaembayaran kode QR Barcode) atau menggunakan merchant kartu e-money dari

(@]
QO

gank BRI (BRIZZI) sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan pemerintah Kota

x

Eekanbaru. Setelah masyarakat melakukan pembayaran parkir dengan Non tunai
Q
=
faka mgsin EDC akan mengeluarkan berupa kertas yang menjadi bukti bahwa

3 —

@ =
Eembayg‘ran parkir di tepi jalan umum sudah berhasil.

)

Dﬁngan adanya inovasi layanan melalui sistem digitalisasi dengan

3Jaquuns uey

enggu:ﬁ‘akan mesin EDC (Electronic Data Capture) masyarakat akan mudah

bertran%ksi pembayaran menggunakan non tunai (cashless) dan tercatat secara

otomatigdalam sistem, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pemungutan serta
=

memini%alisasi potensi kecurangan. Selain untuk menghemat waktu juga dapat

membe&kan kemudahan kepada petugas di lapangan dan dapat meningkatkan

<
pendapian daerah dari retribusi parkir di Kota Pekanbaru.

A
Mgenerapkan inovasi ini sejalan dengan upaya pemerintah kota dalam

I

nery w
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o
)

i

)

mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) serta
-~ ©

?ei\dukﬂng Kota Pekanbaru menuju smart city. Kecamatan Senapelan dipilih
g 2

tgek;thgalcsalah satu wilayah yang menerapkan sistem digitalisasi karena tingginya
23 ©

‘ékgvna& masyarakat dan volume kendaraan yang memerlukan pengelolaan parkir
v B

§ag opﬁmal dan modern.

Q @

(=

; 3 I\/%Ialm sistem digitalisasi ini, diharapkan pelayanan parkir menjadi lebih
v 5

gromfeswg?al pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir meningkat, serta

percasyaan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat tumbuh lebih baik.
Py

Iam gl’tu data yang dihasilkan secara real-time dari sistem EDC dapat

r%EMe@mm

o S|

imanfaatkan untuk perencanaan kebijakan transportasi yang lebih berbasis data.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan penulis diatas, maka penulis tertarik

weousw edue

ntuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul:
“Inovasi Pelayanan Publik Melalui Digitalisasi Retribusi Parkir
erbasis Electronic Data Capture (EDC) Oleh Dinas Perhubungan di

W
ecam&tan Senapelan Kota Pekanbaru”.

uguep ueywny

(m(ua

2 Rurg'usan Masalah
Berdélsarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu

=]
rumusar?b'masalah sebagai berikut:

-t

:Jaquuns kXN

»

1. Baggimana Inovasi Pelayanan Publik Melalui Digitalisasi Retribusi Parkir
Q

Berbasis Electronic Data Capture (EDC) oleh Dinas Perhubungan di
=

Kecgmatan Senapelan Kota Pekanbaru.

nery wisey Juredg v
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)

"g:}

ofd

Apa saja faktor penghambat dari Inovasi Pelayanan Publik Melalui

D|n

©
Digitalisasi Retribusi Parkir Berbasis Electronic Data Capture (EDC) oleh
QO
gs Perhubungan di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru?

puiig exdi yeH

1d1

B4

Tu]wan Penelitian

| W

ntttk mengetahui Bagaimana Inovasi Pelayanan Publik Melalui Digitalisasi

p%rﬁue&un 1

etr&_bu5| Parkir Berbasis Electronic Data Capture (EDC) oleh Dinas

Bue

Perlﬁibungan di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

»
Unt% mengetahui Apa saja faktor penghambat dari Inovasi Pelayanan Publik
Meléiui Digitalisasi Retribusi Parkir Berbasis Electronic Data Capture (EDC)
oleh Dinas Perhubungan di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.
.4 Manfaat Penelitian

dapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

p uesjwnjsousuw-edue) 1ul sin) eAiexNninies neje uelbeges dyrBusw Buele|q |

enelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan masukan bagi perwakilan

wrge

® w»

= -+

‘@mas P%rhubungan, Juru Parkir serta Masyarakat atau Pihak terkait lainnya yang

C

gerada ﬁi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru yang mana berguna untuk

c :

3

g\embeﬁkan informasi dan pemahaman lebih jelas (sosialisasi) tentang Retribusi
.'3

Parkir y{ging berada di tepi jalan umum ataupun memberikan informasi yang baik

-t

kepadaérhasyarakat dan juru parkir tentang penerapan sistem digitalisasi oleh

Q
dinas péﬂ1ubungan.

nery wisey jrredg uejn
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1t

)

%0

Manfaat Praktis
=g 1@ L . N
Q_S)’fe{,;alra spraktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan partisipasi atau
a2 [
t§1a§qukaﬁ yang positif dan manfaat bagi pemerintah atau pihak-pihak yang
@ 3 o
ﬁegepmtingan dan memberikan perkembangan ilmu khususnya ilmu administrasi
o p= 3
» 3 =
Begara. —
QD 5 =
Q a
[ =
$.§Sistezmatika Penulisan
g 3
8 mSistEgrnnatika penulisan bertujuan untuk mempermudah menggambarkan
c »
c x
JPembahasan secara sistematis agar penulis fokus dan terarah dengan kajian
Q
3 2
%enelit?:an dan tidak keluar dari pembahasan. Maka penulis menyusun sistematika

1S

ebagai berikut :

AB | : PENDAHULUAN

eousugeduepiu

ab ini terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

anfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

uggwin}

AB Il : LANDASAN TEORI

uguep

w»
da ba% ini menguraikan beberapa teori, definisi konsep, kerangka operasional

cga(ua

oeyIn
I

an keEangka berpikir yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat
=

ambilgesimpulan.

Jauns

=
BAB II;ED': METODE PENELITIAN

Bab int merupakan bab yang menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi
Q

peneliti@?\, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data,
=

dan tekijk analisis data.

w
BAB I\z: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

I

Pada b%b ini menjelaskan gambaran umum dari objek penelitian yaitu tentang

nery wis
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=
) e

H | 1]
sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, visi dan misi, sturuktur

Brgansisasi.
e
[y =
gli’_:B V& HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
@ 3 o°
‘Eaéa bab ini menjelaskan pembahasan dan hasil penelitian daripada Inovasi
v B
geﬁyarﬁh Publik Melalui Digitalisasi Retribusi Parkir Berbasis Electronic Data
oq &
§a§ture§ (EDC) Oleh Dinas Perhubungan Di Kecamatan Senapelan Kota
g 3
geﬁanb&’u.
c %)
c =
BAB Vb: KESIMPULAN DAN SARAN

Py
ada bag ini menjelaskan kesimpulan daripada Inovasi Pelayanan Publik Melalui

melie

igitalisasi Retribusi Parkir Berbasis Electronic Data Capture (EDC) Oleh Dinas

exm S|

erhubungan Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dan memaparkan saran

wreedu

Heous

ang diperlukan.

:Jaquuns ueyingeAus uep ueywny
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(=
BABII1

T ©
: ac LANDASAN TEORI
5 O
o x
kb Iovasi
3 ©
E1 Definisi Inovasi

3

Inovasi merupakan salah satu hal penting dalam penyelenggaraan

n

=
Bueﬁgn-ﬁuepun 16

nisasi. Setiap organisasi, termasuk organisasi pemerintahan memerlukan
Z

vasi (Cndalam praktik penyelenggaraan urusan-urusan dan kegiatan yang
(7))

eyninjas nejeaielbeges dymduswibuese)iq °|
)

=
ilakukan. Ada beragam definisi mengenai inovasi dalam konteks
Py

nyelegiggaraan organisasi sektor publik atau pemerintahan.

Inovasi secara etimologi berasal dari kata innovation yang berarti

edue) 1ul surg elie

g‘pembaharuan; perubahan (secara) baru”. Di dalam Kamus Besar Bahasa

ed

Endonesia (2003), inovasi adalah “pemasukan atau pengenalan yang berbeda dari
3
mang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat-
&
Q
>
glat)”. Inovasi sering dipahami sebagai penemuan akan tetapi inovasi memiliki
Y

- . . B . .
akna yang berbeda dari penemuan dalam arti discovery maupun invention.

[~

1]

uexyaehu

@enem@n dalam arti discovery bermakna penemuan sesuatu dimana sesuatu itu

(2]
felah adg: sebelumnya tetapi belum dapat diketahui orang, seperti penemuan benua

qu

Pt v

<
Amerik@. Faktanya sejak dahulu benua Amerika memang sudah ada, namun baru

ditemuk;ﬁrn oleh Columbus pada tahun 1942. Sedangkan penemuan dalam arti

inventioi adalah penemuan yang benar-benar baru dari hasil kreasi manusia
=

seperti %ori demand supply, model busana dan lain sebaginya. Sementara itu
<

inovasi h:fa,dalah suatu ide, produk, metode, dan seterusnya yang dirasa sebagai
-~

nery wisey[
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ms'.a

esuatu hal yang baru baik berupa hasil dari discovery maupun invention yang
E’i@rgumkan untuk tujuan-tujuan tertentu.

S5

.

3 ;EI _giovasi menurut Kusmana (2010:4), Inovasi merupakan suatu hasil

g8 =

ﬁ‘eémpt%m sesuatu yang dianggap baru yang dimaksudkan untuk mengatasi
(=

¢ 2

§12§a aha; baik berupa ide, barang, kejadian, metode dan sebagainya yang

e [E

gllékukan oleh seseorang/kelompok. Rogers dan Shoemkaer (1971)

= @ w

(2]

%engerﬁukakan bahwa inovasi sebagai ide-ide baru, praktik-praktik baru, atau

=

o=

>I

Sb_]ek ogek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru dari individu atau

1B

Q)
gqasyarzi-kat sasaran. Pengertian inovasi tidak terbatas pada benda atau barang hasil
=)
firoduksi, akan tetapi juga mencakup ideologi, kepercayaan, sikap hidup,
©
Q
glformasi, perilaku, atau gerakan menuju proses perubahan dalam tata kehidupan
(<]
Q
fasyarakat.
3
7
& Menurut West dan Far dalam Ancok, Djamaludin (2012:34) yang
>
=
glenjab%kan bahwa “inovasi merupakan peralihan dari prinsip-prinsip, proses dan
ol -
[ =

(¢}
graktik-glraktik manajemen tradisional atau pergeseran dari bentuk organisasi yang
&
fama ddf memberi pengaruh siginifikan cara baru sebuah manajemen dilakukan.
o (2}
()

S u

1hovasig_sebagai pengenalan dan penerapan sengan sengaja gagasan, proses,
<

)
produk gan prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya, yang dirancang

-

<
untuk #nemberikan keuntungan bagi individu, kelompok organisasi dan

»
masyar&at luas.
V)

=

w
‘Pendapat lain yang lebih merujuk pada pandangan bahwa inovasi

berkaite:ﬁ dengan unsur kebaruan dan penggunaan teknologi informasi dalam
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h

uatu organisasi. Pendapat ini sebagaimana disebutkan oleh Said dan Susanto

rencaiga dengan matang. “pelaksanaan inovasi didahului adanya kajian terlebih

A

-~ I ©

g(iﬂ) tahwa “Inovasi dimaknai sebagai suatu peralatan baru dalam lingkup
a2 [

tgnsz_:gamsioInovatsi memiliki pengertian yang tidak hanya sebatas membangun dan
23 o

‘Elegneparbarui namun juga dapat didefenisikan secara luas, memanfaatkan ide-ide
° p= 3

§a§1 menciptakan produk, proses, dan layanan.

Q@ = -~

e

& & Pendapat diatas menjelaskan bahwa Inovasi adalah perubahan yang
28 O

&

=

o=

QO
gahulu mengenai inovasi yang akan dilakukan. Inovasi dapat dilakukan dengan

1B

penggufiaan teknologi informasi dan peralatan yang baru dalam organisasi

u

}

emerintahan. Inovasi dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan ide-ide

uam edas

aru untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Inovasi diperlukan dalam penyelenggaraan suatu organisasi baik sektor

asta maupun organisasi sektor publik seperti instansi pemerintah. Inovasi dalam

w U%) uejuwnjued

8rganisa§i pemerintahan menjadi suatu tuntunan bagi instansi pemrintahan

-~
(¢

glenyusg‘l semakin meningkatnya desakan dari publik akan adanya peningkatan

ngaAk

=

» ~

Kinerja ari instansi pemerintah agar mampu menyelesaikan permasalahan di
o

(2}
()

-

) (a
dalam kehidupan masyarakat melalui suatu program dan pelayanan. Inovasi
<

()
merupakan langkah solutif dari organisasi sektor publik untuk mengatasi

-

<
persoaldn yang terjadi di masyarakat dan upaya untuk mengikuti perkembangan

w
zaman f@ng terus berubah terutama berkembangnya teknologi informasi.
=~

=

w
‘Pada konteks yang spesifik, pada tataran pemerintah daerah, secara
5

normatiidalam undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
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1t

)

"g:}

ofd

sal 386, disebutkan bahwa inovasi pemerintah daerah. Pembaruan ini bertujuan

-~ I ©
& ﬁlk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintah daerah, termasuk dalam peran
a2 [
‘éeéerin{ah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksasaan pembangunan
83 ©
Hafi pelayanan publik.

e g

f®pun

2 Erinsip Inovasi

freges di

& C

§ trovasi tidak akan bisa berkembang dalam kondisi keadaan tetap

@ o

bagaifpana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya. Rogers
-~

ang dﬁgutip olenh Suwarno (2008:17), menjelaskan prinsip-prinsip inovasi,
bagai%erikut:
1. Relative Advantage atau Keuntungan Relatif.
Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan
dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada nilai kebaruan yang melekat dalam

inovasi yang menjadi ciri yang membedakan dengan lain.

N

Gompatibility atau Kesesuaian.

)
Movasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian

IS

@engan inovasi yang diganti. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama

Jagquuns ueyingaAusaw uep ueyjwnyuesusw eduey 1ul sy el ynJigges neje uel
DIV

tidak serta mereta dibuang begitu sajam selain karena alasan faktor biaya

ATU

yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari

I

‘groses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan
-~
ﬁ’roses pembelajaran inovasi itu secara lebih tepat.
=
3. %omplexity atau kerumitan.

<
é_engan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan
=5

yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.

nery w
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Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru

@)
dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi
QO

x -

masalah penting.

=

Triability atau kemungkinan dicoba.
3

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai
=

Eeuntungan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga

@buah produk inovasi harus melewati fase uji publik, dimana setiap orang
(7))

2
atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji dari sebuah inovasi.
Py

e;?bservability atau Kemudahan

Diamati sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia
bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Ciri-Ciri Inovasi

Memiliki kekhasan/khusus artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas

dalam arti ide, program tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang
w»
giharapkan.

E1emi|iki ciri atau unsur kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki
=

=3

@rakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki
=]

Ebédar orsinalitas dan kebaruan.

SI

Program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti

&

JO

bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-

n

gesa, namun kegiatan inovasi dipersiapkan secara matang dengan program

wn
Eang jelas dan direncanakan terlebih dahulu.

J

Wovasi yang digulirkan memiliki tujuan, program inovasi yang dilakukan
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m

harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk

©

mencapai tujuan tersebut.

V)

-~
Fahapan Proses Inovasi

©

Be Jong & Den Hartog (2003) merinci lebih mendalam proses inovasi

1w

rahap sebagai berikut :

nNely e)xsns N X

o

nery wisey JrredAg us)[ng jo AJISIdAIU) dTWR]S] 3je)g W

Melihat Peluang. Peluang muncul ketika ada persoalan yang muncul
atau dipersepsikan sebagai suatu kesenjangan antara yang seharusnya
dan realitanya. Oleh karenanya, perilaku inovatif dimulai dari
keterampilan melihat peluang.

Mengeluarkan ide. Ketika dihadapkan suatu masalah atau
dipersepsikan sebagai masalah maka gaya berfikir konvergen yang
digunakan yaitu mengeluarkan ide yang sebanyak-banyaknya terhadap
masalah yang ada. Dalam tahap ini kretivitasi sangat diperlukan.
Mengkaji ide. Tidak semua ide dapat dipakai, maka dilakukan kajian
terhadap ide yang muncul. Gaya berfikir divergen atau mengerucut
mulai diterapkan. Salah satu dasar pertimbangan adalah seberapa besar
ide tersebut mendatangkan kerugian dan keuntungan. Ide yang realistik
yang diterima, sementara ide yang kurang realistik dibuang. Kajian
dilakukan terus menerus sampai ditemukan alternatif yang paling
mempunyai probabilitas sukses yang paling besar.

Implementasi. Dalam tahap ini, keberanian mengambil resiko sangat
diperlukan. Resiko berkaitan dengan probobilitas kesuksesan dan

kegagalan. Hal ini berkaitan dengan probobilitas untuk sukses yang

20
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ofa

disebabkan oleh kemampuan pengontrolan perilaku untuk mencapai

~T O

) . - -
g 2 T tujuan atau berinovasi.
S8 =
@ 212 QLelayanan Publik
33 o
2E =

=] Q
éﬂél gengertian Pelayanan Publik
8 =
%_ 3 galah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan
3 g =
§e§yan%1 publik kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian
[72] < 2
gisa olei pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta
= ©
Kepada masyarakat, dengan pembiayaan maupun gratis guna memenuhi
S e
S 0]
%ebutuh%n atau kepentingan masyarakat.
=
g Menurut Mahmudi (2010:223), mengatakan bahwa pelayanan publik
Q0
édalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
(<]
Q
E’elayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan
&
Ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Ratminto dan Winarsih dalam
Q
>
Eukunyzgg Hardiansyah (2018:15), mengatakan bahwa pelayanan publik atau
® B
Eelanyaﬁan umum dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik
D )
= 2
galam tgelntuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi
o

9

t'anggun:ggjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, didaerah dan
Iingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam
upaya émenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
peratur% perundang-undangan.

EQndang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
mendeféflisikan pelayanan publik sebagai berikut : “Pelayanan publik adalah

A
kegiata@i.atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

nery w
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)
<

0
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan

- T
ﬁdudw atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

9‘%’

%eé/eleaggara pelayanan publik.

‘ég %alam KEPMENPAN 81/93, pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan
geéy n%] yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, daerah,
ELE@ANEBUMD dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan
geﬁutuh?n masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
%edanglfan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan

rpelie

eh pé‘nyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

enerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

ugeduepul si|

ndangan (KEPMENPAN NO. 63/KEP/M.PAN/7/2003).
Dari beberapa pengertian tersebut pada prinsipnya pelayanan adalah

rangkaian kegiatan atau aktivitas yang berlangsung berurutan, yang

p ugiwnjuesud

ilaksanakan oleh seseorang, sekelompok orang, atau suatu organisasi melalui
(.D

istem, %rosedur dan metode tertentu dalam rangka membantu menyiapkan atau

ule

ngafus

emen&]-ni kepentingan orang lain atau masyarakat luas. Pelayanan publik dengan

emlklem dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang

.’3
atau magyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan
-t

JEDUUNS Te)

aturan pgkok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Q
E’"ujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan dan layanan yang
=

sesuai cgngan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Agar dapat

wn
mencapai target tersebut maka kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan

yuI

dan keimginan masyarakat harus menjadi target pemerintahan.
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2.2.2

an

Penyelenggaraan pelayanan publik, menurut LAN (1998) dapat dilakukan

n@IY BYSNS NN !lIW ejdisyego

&

S JO A31SI9ATU) DTWR]S] d)e)S

hegueny

rbagai macam pola antara lain sebagai berikut :

Pola pelayanan fungsional ; yaitu pola pelayanan umum yang
diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi,
dan kewenangannya.

Pola pelayanan satu pintu ; yaitu pola pelayanan umum yang diberikan
secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan
wewenang dari instansi pemerinta terkait lainnya yang bersangkutan.
Pola pelayanan satu atap ; yaitu pola pelayanan umum yang dilakukan
secara terpadu pada satu tempat/tinggal oleh beberapa instansi
pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-
masing

Pola pelayanan secara terpusat ; yaitu pola pelayanan umum yang
dilakukan oleh satu instansi pemerintah yang bertindak selaku
coordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah.

Jenis-jenis pelayanan antara lain meliputi :

a. Pelayanan administrasi : KTP, SIM, ASKES, dll

b. Pelayanan Barang : Air Bersih, Telepon, Listrik, dll

c. Pelayanan Jasa : Pendidikan, kesehatan, transportasi, dll

ualitas Pelayanan Publik

rdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 62

V)
Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik setidaknya mengandung

A

unsur-uisur:
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Kesederhanaan, dalam arti prosedur pelayanan publik tidak berbelit-

belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan

Kejelasan, kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal :

a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.

b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/
sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan

sah.

Keamanan, proses, dan produk pelayanan publik memberikan rasa

aman dan kepastian hukum.

Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau

pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan
pelayanan publik.

Kelengkapan sarana dan prasarana Kkerja, peralatan kerja, dan

pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana

teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana

pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan
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dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, pemberi layanan harus
bersikap dispilin, sopan dan santun, ramah serta memberikan

pelayanan dengan ikhlas.

0. Kenyamanan lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan

ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan
sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seprti
parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

enurut Barata (2003) mengatakan bahwa unsur penting dalam proses

pelayanan publik sebagai berikut :

1.

nery wisey JrreAg uejyng jo AJrsIaRIu DTWEPS] djeig N

Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan
tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk
penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).
Penerimaan layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen
(customer) yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia
layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.

Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan
harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan
pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan
yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat
dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

enurut Ratminto dan Atik Septi (2006), mengatakana bahwa asas-asas
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yang harus diperhatikan dalam penyelenggaran pelayanan pemerintah dan

©

perizinan, yaitu:

nely ®sng NMJ!lw ejdigye

nery wisey[ JieAg uei[ng jo ANSIdATUNDIWER]S] 3je}g U1

Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan
dari instansi penyelenggaraan jasa perizinan harus dapat berempati
dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.

Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin,
dengan demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan.
Kejelasan tata cara pelayanan. Tata cara pelayanan harus didesain
sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat
pengguna jasa layanan.

Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus
pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-
benar diperlukan.

Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawali yang melayani
masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas
mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.
Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal
mungkin dan setransparan mungkin.

Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan
juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas
Meminimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang serta
efisien, sehingga akan di hasilkan formulir komposit (satu formulir

yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan).
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Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu
seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlaku izin harus
ditetapkan selama mungkin.

. Kejelasan hak dan kewajiban bagi providers dan customers. Hak-hak
dan kewajiban-kewajiban bagi providers maupun customers harus
dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan
ganti rugi.

. Efektivitas penganganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat

mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika

nery  YsNS NIN Y!lw eldio ey @ ©

muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat
memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani secara efektif sehingga
permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.
Untuk dapat menilai bagaimana mutu kualitas pelayanan publik yang
diberikan oleh aparat birokrat, perlu ada kriteria yang menunjukkan
w»

%Jakah suatu pelayanan publik yang diberikan itu dapat dikatakan baik

ﬁau buruk. Menurut Zeithaml (1990) dalam Widodo (2001: 275) tolak

=

@kur pelayanan publik dapat dilihat dari beberapa dimensi antara lain
=]

meliputi:

Tangible, terdiri atas fasilitasi fisik, peralatan, personil dan
komunikasi.

Resliable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan
pelayanan yang dijanjikan.

Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung

nery wisesy Jrredg uUvyng jo 1193
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ajwab terhadap mutu layanan yang diberikan.

g Competence, tuntunan yang dimilikinya, pengetahuan dan
; keterampilan yang baik oleh apatarur dalam memberikan layanan.

ET. Courtesey, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap keinginan
% konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan.

g Credibillity, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik
g kepercayaan masyarakat.

iz Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari
g berbagai bahaya dan resiko.

8. Acces, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan.

©

Communication, kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan
suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk
selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat.

. Understanding the Customer, melakukan segala usaha untuk

mengetahui kebutuhan pelanggan.

ST 23elg S

Daripada kriteria yang telah disebutkan diatas memberikan suatu

o

gémahaman bahwa setiap pelayanan publik dalam penyelenggaraannya ke

=]
Egiasyarakat harus mengetahui berbagai macam prosedur atau tauran yang

-
»

ditetapkan oleh lembaga pelayanan, sehingga di dalam pelayanan
Q
fﬁasyarakat sebagai pengguna layanan dan aparat birokrat sebagai orang
=

—

gang melayani sama-sama mempunyai tugas dan kewajiban untuk

wn
Elentaati peraturan yang telah dibuat. Dari pemahaman inilah kualitas

gelayanan bisa menyentuh kebutuhan pengguna jasa karena pelayanan

I

nery wis
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public profesional dapat terwujud.

-~ ©

g %3 E-Government (E-Gov)

5% |2

5 0 x~

Q g

2.F1 ﬁengertian E-Government

Sa =

S Bampak Globalisasi telah memperlihatkan gambaran kepada umat
g2 =

%ﬂ%\usia” mengenai perkembangan teknologi informasi serta komunikasi yang
3 g E

§e@era?dinamis, menjelajah dimensi kehidupan manusia, hal tersebut menarik
[72] < 2

o] = . : .

Eerhatla;g para akademisi dan ilmuwan untuk melakukan kajian yang mendalam
= ©

@rkait fenomena tersebut, perkembangan itu telah membentuk sebuah fenomena
3 =

S 0]

%ybersﬁace yang menggambarkan perkembangan serta pemanfaatan teknologi

=e) U

edalam berbagai aktivitas manusia yang dahulu dilakukan secara konvensional,

sgw ed

ang terbatas ruang dan waktu, kemudian berubah menembus ruang dan waktu.
Perubahan zaman memaksa lembaga pelayanan publik  untuk
emanfaatkan tekonologi demi mempermudah proses kerja. Salam (2021).

iperlukan adanya inovasi dalam pelayanan publik sebagai salah satu indikator
)

aAugyu uemgueywNUed

mq

ningl(itan kualitas layanan. Perkembangan yang terjadi mengharuskan setiap

[

ktor p%‘blik untuk beroperasi dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat

aquugs ue

yang seﬁlakin rumit. Masyarakat dapat menjangkau layanan kapan saja dan di

<
mana s§ja sebagai wujud dari efektivitas dan efisiensi layanan tersebut. Oleh

I

karenaf,tu, e-government hadir untuk mewujudkan hal ini (Simarmata et al.,
-~

2020).

rejyng

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki

A

V)
kualitaspelayanan publik adalah dengan menggunakan perkembangan teknologi

A
informagi dalam pelaksanaan pemerintah. Istilah yang digunakan untuk

nery w
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D

nggambarkan hal ini adalah E-government atau penyelenggaraan pemerintah
be@asw elektronik atau internet Syamsir, Nur, Wahidah & Alia (2020)

Menurut Pertiwi, Dema, Mustanir (2021) Governansi digital, yang kerap
©
butmsebagai e-government, pada dasarnya mengacu pada pemerintah
. 3
trorttk E-government adalah penerapan pengelolaan pemerintah dengan

#hpuina eydigeH

jaBusw buel

16

di

gRun

an%atkan teknologi, yang diharapkan dapat memberikan layanan yang

nejegielbedds
epg\ -6u

gfeﬁ(tlf @an efisien bagi masyarakat. Tujuan E-government adalah untuk
(7))

- x - -
enciptakan sistem pemerintahan yang transparan, mempelancar proses layanan,
P

rta membangun mekanisme komunikasi yang baik antara pemerintah dan

SEININ|

rge/be

asyarakat
The World Bank (2015) mendefenisikan bahwa e-government adalah
enggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintah, seperti : Wide

rea Network, Internet, dan Mobile Computing yang mempunyai kemampuan

p uganumouew eduepgu s||

ntuk merubah hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis, dan badan

ucue

® w»
ﬁemerirgtbah lainnya. E-government adalah bagaimana pemerintah bekerja secara
Sfektif, %melakukan penyebaran informasi dan melakukan pelayanan kepada

asyarakat secara lebih baik (UNDP, 2014). Instruksi Presdien Nomor 3 Tahun

.’3
2003 te;gltang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

-Jgguns

menjelagkan bahwa e-government merupakan upaya untuk mengembangkan
Q

penyeleffggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka
s

meninggatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
wn

2.3.2 i‘ujuan dan Manfaat E-Government

A
Menurut Kepmen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria

nery wr
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ﬂ;%

d an Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa salah satu

- T @
?ln@rlazkeberhasnan reformasi birokrasi adalah adanya pengembangan e-
38 =
‘goizsernment pada masing-masing Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3 ©
éovemment yang diselenggarakan Kementrian Komunikasi Dan Informatika
c 3
Cc
Bujuan :
‘g -~
gl. genyediakan acuan bagi pengembangan dagn pemanfaatan teknologi
5
. fﬁformasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah
(7))
fnemberikan dorongan bagi peningkatan teknologi informasi dan
Py

gbmunikasi di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh

seimbang, dan obyektif.

w

Melihat peta kondisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dilingkungan pemerintah secara nasional.

Indrajit (2002) menjelaskan pula bahwa ada beberapa manfaat yang akan

p uejwnjuesusw edue) Ul SiN} BAIEY yninjes neje uegﬁe@s dunﬁue
N

iperoleh suatu negara yang telah mengimplementasikan e-goverment didalam
w»

buah %ata pemerintahannya atau dalam prosesnya melayani masyarakat yang

qg/(uaume

antarag;rya

:1aquins @2xin

1. ﬁﬂemperbarui kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya

=]
Q'nasyarakat, kalangan bisnis dan industri) khususnya dalam hal kinerja

SI

efektifitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara.

A

bih  meningkatkan  transparansi  kontrol dan  akuntabilitas

>
HngJo

penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good

S

‘Bovernnace.

yuI

3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi

nery wise
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yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan

©

aktifitas sehari-hari.
QO

P?Iemberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber
©

pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang
3

berkepentingan.

=

genciptakan suatu lingkungan masyarakat yang dapat secara tepat dan
gépat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan

(7))

gerbagai perubahan global dan trend yang ada.

Py

glemberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara

merata dan demokratis.

2.3.3 Model E-Government

Penerapan e-government memiliki model yang dinilai strategis ketika

hendak diterapkan. Menurut Indrajit (2002) ada empat model relasi
)

penfampaian e-government kepada publik yang berkembang yaitu :

1.

2.

[

¥}
Sovernment-to-Citizen atau Government-to-Citizen (G2C)

gzaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai teknologi
=
formasi dengan tujuan utama memperbaiki hubungan dengan

IS

A3

masyarakat/publik Atau dengan kata lain penyampaian layanan publik dan
wn

fhformasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat.

=~

éovernment-to-Business (G2B)

<

V)
Merupakan kegiatan transaksi elektronik dimana pemerintahan

A
@enyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagai kalangan bisnis

nery w
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N>

untuk berinteraksi dengan pemerintah hal ini bisa informasi yang tertera

©)
didalam sebuah website yang dimiliki oleh pemerintah dan kalangan

QO
X

bisnisnya.

z

Government-to-Government (G2G)

3

Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara online antar
=

%partemen pemerintahan melalui basis data yang terintegrasi misal

ﬁhbungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan
(7))

2
sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jendral untuk membantu
Py

é\ényediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga

negara asing yang sedang berada di tanah air.

Government to Employees

Aplikasi e-government yang juga diperuntukkan untuk kinerja dan
kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang
bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayanan masyarakat atau publik
w»

%isal . Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain
§ertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya
éianusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi,
é:én promosi seluruh karyawan pemerintah.

3% Tahapan-Tahapan E-Government

g Indrajit (2002) membagi pengertian e-government ke dalam lima
S

ting@;-ltan berdasarkan tahapan, yang semakin tinggi tingkatannya, semakin
<

V)
kompleks permasalahan yang akan dihadapi.
A

1.

@jngkatan yang paling awal adalah e-government dapat pula untuk

nery w

33



‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uediynbuad °q

‘nery e)sng NIN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} Aley yninias neje ueibeqeas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z
‘yejesew nyens uenefun} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniiguad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedinbuad ‘e

AVIE YNSAS NIN
o0}

&

)

3,
\(’l/'ﬂ

>

h

JJaquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesusaw edue) Ul sin} eA1ey yninjas neje uelbeqes diynbusw bBuele|iq ‘|

Buepun-6uepun 1Bunpuijig e3did eH

menunjukkan wajah pemerintah yang baik dan menyembunyikan

©

kompleksitasnya. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai website
QO

-~
yang menarik pada hampir semua institusi pemerintah. Pada dasarnya, e-
©
government pada tingkat awal ini masih bersifat menginformasikan
3
tentang apa dan siapa yang berada di dalam institusi tersebut. Dengan kata
=

Ein, informasi yang diberikan kepada masyarakat luas, masih bersifat satu

gizah. Kondisi e-government yang masih berada pada tahap awal ini belum
(7))

bisa digunakan untuk membentuk suatu pemerintahan dengan good
Py

ébvernance.

Tingkatan kedua dari e -government, yang ditandai dengan adanya
transaksi dan interaksi secara online antar institusi pemerintah dengan
masyrakat dan dengan kata lain komunikasi dua arah antara pemerintah
dan masyarakat sudah terjalin secara online.

Tingkatan ketiga dari e-government, memerlukan sebuah kerjasama

w»
Lol
Q(OIaborasi) secara online antar institusi pemerintah dan masyarakat.

-

f—ingkatan keempat dari e-government bukan lagi hanya memerlukan

=
F;é:érjasama antar institusi dengan masyarakat atau publik, tetapi
=]
menyangkut hal teknis yang semakin kompleks. Misal: hanya

ISI9

iengumpulkan cukup sekali saja informasi mengenai masyarakatnya dan
Q
memasukkan didalam database sehingga tersimpan secara otomatis.
s

fingkatan kelima, pada tingkatan ini pemerintah telah memberikan dan
wn
@enyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan sehingga masyarakat

atau publik seperti raja yang dilayani oleh pemerintah.

I
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2.3.5 Elemen-Elemen Sukses E-Government

T ©
o 93)1 Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government
©
2 =
Zdalam Indrajit (2006:15) , ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan
2 |5
.gdipéi’ghatikan sungguh- sungguh. Masing- masing elemen sukses tersebut
Cc
§adal§h: Support, Capacity, dan Value.
& C
§1. Support
8
Elemen pertama dan yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan
2

f_/%ari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar
%enerapkan konsep e- Government, bukan hanya sekedar mengikuti trend
atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip e-
Government. Maksud dari dukungan di sini  bukanlah hanya pada
omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah
dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:

Disepakatinya kerangka e- Government sebagai salah satu kunci
sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga
harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain
diperlakukan.

Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga,
waktu, informasi, dan lain- lain) di setiap tataran pemerintahan untuk
membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.

Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar

tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan e- Government.

Disosialisasikannya konsep e- Government secara merata, konsisten,
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N

dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan

@)

T masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang
x

o simpatik.

2

Sapacity

3

bnsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam
=

(o=

gewujudkan e- Government menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum

ﬁéng paling tidak harus dimiliki olenh pemerintah sehubungan dengan

3S

elemen ini, yaitu:

Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagi

nse |y

inisiatif e- Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya
finansial.
b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena
fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep
e- Government.
Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan
keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e- Government dapat sesuai

dengan asas manfaat yang diharapkan.

LU dTwe[sy afels

a5

lue

lemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari

AT¥sIa

I pemerintah selaku pihak pemberi jasa. Berbagai inisiatif e-Government

@ ngo

ak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan

ngan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang

LIg4g

enentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-
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ofa

Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat

@)
dan mereka yang berkepentingan. Untuk itulah maka pemerintah harus

QO
-~
benar- benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government
©
apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar- benar
3

memberikan value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh
=

pun-Buepun 1Bunpuiiq e3did yeH

m katnya.
masyarakatnya

NoBue

A4 ﬁ’etribusi Daerah

(2]
-

QO
4.1 Pengertian Retribusi Daerah

0]
Retribusi menurut buku Ahmad Yani (2002) merupakan Daerah Provinsi,

Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber
keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dan
sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengamoretribusi adalah merupakan pungutan oleh pemerintah sebagai balas jasa.

)

Menuffjt kamus besar bahasa Indonesia arti kata retribusi adalah pengembalian,
1]

[

penggajtian, pemungutan uang oleh pemerintah.

Jaquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesuaw edue) Ul sin} Ay yninjes neje uelbeqes diynbusw Buele|iq *|

Sjenurut Munawir, retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat
=
dipaks@kan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk dan paksaan ini
bersif% ekonomis karena apabila wajib retribusi tidak membayarkan sejumlah

LY

wn
retribu8i tersebut, maka ia tidak dapat menikmati pelayanan jasa yang

ue

ditawagkan.
b
Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atau pemberian izin

A
tertent@_ yang khusus disediakan dan atau diberikan untuk kepentingan pribadi

nery w
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(=
fli'
atau badan (Sitti Kurnia dan Elly 2010:9).
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o
E S,

©
Menurut Wirawan B. llyas dan Richard Burton (2001 : 4-7)

V)

nge’_gnukakan 4 unsur yang melekat pada Pengertian Pungutan Retribusi
©

nbusw Bueie|iq ‘|
g e1d10 e

QD
anpuijy

=

3
Pungutan Retribusi berdasarkan Undang-Undang
-~

un-6uepun 16

Sifé pungutannya dapat dipaksakan

Buep

Purﬁutannya dilakukan oleh Negara
(7))

¥Unni@g nejgyeibeqas di

Dig;u;nakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum dan kontraprestasi
(in@élan langsung dirasakan oleh pembayaran retribusi).

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Marihot P. Siahaan 2005:6).

Retribusi Daerah adalah salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut

p uejwnuesusw eduey 1ul Sin} eAle

sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh
w»

pemerg'ntah Daerah kepada masyarakat (Juli Panglima Saragih 2002:65).

w ue

érinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan

ebijaksaan daerah memperhatikan biaya penyediaan jasa yang yang

Jaquuns ueyingalkus
I I

pada

un;

bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Dalam retribusi
-t

»

terdapat dua prinsip atas pengenaanya, antara lain “benefit principle” yang
Q

menye{fakan bahwa mereka harus membayar atas kenikmatan dari suatu layanan
=

yang anereka terima. Selanjutnya adalah “ability to pay principle” yang

0]
meny@akan bahwa penetapan tarif retribusi terhadap layanan suatu jenis layanan

I

didasagkan kemampuan wajib retribusi (Ahmad Yani:63).
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P

>

&

>

NS

b
=

)

4.2 Ciri dan Tujuan Retribusi

~T ©

% S geberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini di pungut di
88 =

“Q‘n@nesi’a (Siahaan 2010:6), (Maradesa et al.,2016):

2 B

ﬁeg_ribu%i merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan

enos d

e tura;_j daerah yang berlaku

ugpun

(=
Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas daerah

Bue&m-ﬁ

%)
gihak yang membayar retribusi mendapatkan balas jasa secara langsung
2

f_/%ari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

N

w

getribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan

Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu
tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Retrci’?usi juga memiliki tujuan salah satunya yaitu meningkatkan penyediaan

Lol

yanan%dan penyelenggaraan pemerintah dan sekaligus memperkuat otonomi

eyjngpAusw uep uejwnjuesusw eduey 1ul SN} eAIEY Yynunjes neje uelb
DS

1]
daerah, gZarena yang ditentukan oleh hasil tersebut adalah untuk memelihara atas

=3

wn

Eelangs@wgan pekerjaan, milik dan jasa ,masyarakat, disamping agar sarana dan
=]

prasarar% unit-unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik

»

mungkiﬁ" sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, retribusi juga
Q
-~

merupagan salah satu bentuk konsep desentralisasi karena retribusi berperan aktif

terhadap pendapatan daerah dimana hal tersebut merupakan hak yang diperoleh
wn

<
dari sistem otonomi daerah dalam rangka mengelola potensi serta kekayaan

)

daerah ﬁasing-masing. Retribusi juga memiliki ciri khas yang tentunya berbeda

I
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\n/gengan pajak yakni tidak ada imbal jasa atas pembayarannya, maka dalam
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o5

)
[
o

©)
busirsetiap pembayarannya akan meneriman imbalan langsung berupa jasa-
QO

ey
2eH

A

yanan yang telah disediakan oleh Pemerintah daerah.

0]

pel

e1d

lé“ungsi Retribusi

gijmber keuangan oleh pemerintah adalah retribusi yang digunakan untuk

=

Buepun-Buepun (igunpum& eydi

%at mengumpulkan uang ke kas pemerintah untuk membiayai baik
»

=

g;engeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.

2. £éi‘;yngsi untuk mengatur adalah retribusi yang digunakan alat untuk
Q%)lelaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal pemberian pelayanan
pemerintah melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada
masyarakat

4.4 Macam-Macam Retribusi

p ueywinjueousw eduey ju sin} eAiey yninjes neje ueibeqges dynbusurfueleig L

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang
w»
ajak dan Retribusi Daerah terdapat Pasal 61 yaitu Jenis Retribusi Daerah terdiri
(¢}

afusw ue

wing

as Re@busi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

ZJG?T’IS

sal B%dan 65 (Retribusi Jasa Umum):

Pada P;g::sal 62 Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum
sebagai%ana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi :

a. E;elayanan kesehatan;

b. %elayanan kebersihan;

C. “%)elayanan parkir di tepi jalan umum;

d. PRelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas

JL

nery wise

40



‘nery e)sng NIN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} Aley yninias neje ueibeqeas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

AVIE YNSAS NIN
o0}

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uediynbuad °q

‘yejesew nyens uenefun} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniiguad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedinbuad ‘e

)

3,

)

pertndang-undangan.
-~

‘!ni‘?
_\/Igada Pasal 65 Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagai berikut:
-~ ©
g * Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
T
éaya:t: (1) huruf ¢ merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum
2 |2
5 yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
g 3
c
=

Lokzgsi fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat

Buep

Q) ?itetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Per%elenggaran pelayanan parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud
padg_i' ayat (1) wajib melengkapi fasilitas parkir.

Pungutan retribusi parkir jalan umum hanya dapat diberlakukan pada lokasi
yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan dilengkapi dengan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan atau penyelenggaraan parkir di

w»
tep%jalan umum diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan

-

Meﬁteri yang menyelenggarakan urusan Perhubungan.
=

:Jaquuns uexjngakusuy Hep uexwnjueousw edueidul siny eAiexyyninjes neygyelbeges dynbusw Buele)

2.5 ZParkir
=

<
2.5.1 Pengertian Parkir

»

ot e

E/hlenurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang
Penyelegggaraan Perpakiran “Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak
unutk béberapa saat baik ditinggalkan atau tidak dititnggalkan pengemudinya”,
sedanglén Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkut@j Jalan menyatakan, “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau

nery w
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)

"%B

h

£
)

£

j
\/t‘ildak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya” (Hidayat,

~X ©

2023). T

22 |2

tga‘é(ir merupakan kegiatan menghentikan atau menyimpan kendaraan bermotor di
23 ©

gengah afempat yang sudah disediakan. Parkir sangat penting dalam elemen
v B

gaéspoEtasi dan keberadaannya tidak dapat dianggap mudah. Hal ini berdasarkan
cq &

Eaga suéu kenyataan bahwa suatu kendaraan tidaklah mungkin berjalan terus atau
g 3

gjdﬁk b@wenti (Agung Setyadi,2003). Parkir didefenisikan sebagai keadaan tidak
c »

leIergerag kendaraan yang tidak bersifat sementara, termasuk dalam pengertian
Q

3 A

é’arkir agjalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik

1S

.ng dinyatakan dengan rambu ataupun tidak serta semata-semata untuk

epentingan menaikkan dan menurunkan orang dan barang (Dit. BSLLK. Dirjen

ueousuredu

erhubungan Darat, 1998). Berdasarkan letaknya dikenal parkir badan jalan (on
reet) dan parkir di luar badan jalan (of street parking).
Perpakiran memegang peran yang sangat penting dalam suatu perencanaan

w»
anspo%asi (Setijowarno D, 1999). Karena akhir dari suatu perjalanan adalah

g=tlusw uep ugywny

emarl&rkan kendaraan dan tidak mungkin suatu kendaraan akan terus berjalan
=

JZGuns Zeyn

npa béc'rhenti. Keberhasilan pengaturan dan pengolahan parkir mencerminkan

=]
keberha:sbilan perencanaan transportasi.

-t

1. Berfienti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara
Q
der@an pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.
=
2. Fasfﬂitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian

wn
ke@araan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada

I

s
suaga kurun waktu.
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3. Tempat parkir di badan jalan, (on street parking) adalah fasilitas parkir

©

kenglaraan diluar tepi jalan.
Q)

AVIE YNSAS NIN
|u/‘ S

Fascmtas parkir di luar badan jalan (off street parking) adalah fasilitas yang
'O

menggunakan tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan
3

yart?j dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.

Jala.n adalah tempat jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Buepun-Buepun 1Bunpuiig eydio yeH

Satﬁ’an ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan
kergaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang
bebéié dan lebar buka pintu. Untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP
adalah SRP untuk mobil penumpang.

Jalur sirkulasi adalah tempat, yang digunakan untuk pergerakan kendaraan

yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
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Jalur gang merupakan jalur antara dan deretan ruang parkir yang berdekatan.

Kawasan parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan
w»

sebggai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.

-
(I)

5.2 i’arlf Parkir di Tepi Jalan Umum

f)

farif parkir ialah biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarakan oleh
=

pemilikgkendaraan selama memarkir kendaraannya pada suatu lahan parkir

:Jaqwnsauemnqe/(uauwep ugywnjueousuy gduey Ul siin} eAiey unm@g neje Helbeges diynbusw Quelelq |

tertentuETarif parkir dapat dibedakan sebagai berikut :

9p]
1. Sisem Tetap: Sistem pembayaran besaran tarif yang tidak membedakan
=~
waktu parkir dari suatu kendaraan
<

‘nery e)sng NIN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} Aley yninias neje ueibeqeas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

V)
2. Sistem Berubah: Sesuai waktu pembayaran besaran tarif yang memperhatikan

A
lamia waktu parkir suatu kendaraan
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-
oal N . -
\/‘IIB. Sistem Kombinasi: Sistem Pembayaran besaran tarif yang mengkombinasikan

-Buegun |

bust-daerah. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan
-~

~T ©

g 2 sistem tetap dan progresif. (Pratama,2020, hal. 31-58).

32 [=

tg gTarJ’;‘ retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan

23 ©

@egnpeﬁatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan

o 3

22

Q

aaé;rah gengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,

g 3

lge‘r'ham@an masyarkat dan aspek keadilan. Tarif retribusi parkir di tepi jalan
(7))

um d?tetapkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No 2 Tahun 2025 Tentang
Py

arif Rg}ribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

>§qnm|

Tabel 2. 1 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

i Tarif Keterangan

No Jenis Kendaraan Kendaraan (RP)
1 | Kendaraan Roda 2 (dua) 1.000 Sgé?]l('j;rzgﬂr
2 | Kendaraan Roda 4 (empat) 2.000 S;‘;?}'é;i;ﬁ"
Kendaraan Roda 6 (enam) 6.000 S&t?llc'l;zg;"

Sumber: Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2025

Jagquuns ueyingaAusaw uep ueywnyuesusw eduey Ul SijnpAle
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:

‘Il
V Gambar 2. 1 Karcis Tarif Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru

© Kendaraan Roda 2 dan Roda 4

DINAS PERHUBUNGAN
'KOTA PEKANBARU

No.: 068433 .; 068433 sewin
SERI:A SEKALI PARKIR

" Rob. 1.00C Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah!
Rp. 1 000 - ARSIP P- 'G'(a)m Pla )

 PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 02 TAHUN 2025 mmnmumAnmmumm
~ TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
h PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM p:uumnmunmﬁnuunm &

PEMERINTAH xorAP!fwc @

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e3did yeH

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Huunjueousw eduey 1ul siny eAJeY yninjes neje ueibeqes dinbusw Bueleliq |

on
w

Tata Cara Pemungutan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

»
ta objﬁk dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi
(¢}

‘gmnqguaw uep ue

ng te@tang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak

E
au Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Menurut Peraturan Daerah

-JeRuins

Nomor3 Tahun 2009 Pasal 39 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

o
= . a-
yaitu: =
Q
1. Retribusi dipungut menggunakan atau dokumen lain yang dipersamakan.
=
2. D§Iam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
wn
bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga setiap bulan dari
reEibusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih.
iV
»
=
=
;c
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ofa

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara

©

tingkat penggguna jasa dengan tarif Retribusi. Tarif Retribusi tersebut
QO

-~
adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk
©
menghitung besarnya Retribusi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan

sasaran penetapan tarif retribusi.

¥

manfaatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

ndapatan daerah yang berasal dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

3% ynunjes neye ueibeges dynbusw Bueltejq “|

exzns

fae

an Retrbusi Tempat Parkir Tempat Khusus Parkir, pemanfaatannya utamanya

e

) e

alah “untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan

jiu

enyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Hal ini mengingat bahwa

g edae

etribusi Daerah adalah pungutan Daerah yang bersifat sebagai pembayaran atas

sa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi

e UmIUeD

au golongan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ini

auw ue

itetapkan dengan Peraturan Daerah.
V)

Balam rangka pemanfaatan pendapatan atas Pajak Daerah dan Retribusi

—

aerah gtersebut, dapat diberikan insentif pemungutan kepada instansi yang

(2}

elakszflakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan atas

Sequugy ueyingaAu

pencapa'l:an Kinerja tertentu.

éang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah
dinas/leﬁbaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak
dan ret@)usi. Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan dan
kesepak%tan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan

A
Rakyat Qaerah yang membidangi bidang terkait.

nery w

46



AV VYSAS NIN

‘nery e)sng NIN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} Aley yninias neje ueibeqeas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

?'glg

\
o
)

ree

'hasilk%;?h dari suatu daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak

%}IS

erah, retribusi daerah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

ugedue

in sebagai pendapatan asli yang sah, yang bertujuan sebagai bentuk perwujudan

as desentralisasi untuk memberikan keleluasaan pemerintah daerah dalam

SIEC

8% o/l

_\/ﬂ Pemberian insentif ditetapkan melalui APBD, sedangkan tata cara
~T O

z Eb%ber'mn dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor

S og3z |

‘g <§9§Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

5823 ©

;.-. ‘Eegwungiﬁtan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

=2%¢ 3

3 ¢ 2@ Pendapatan Asli Daerah

= [

§8¢é

§ gtg_l gengertian Pendapatan Asli Daerah

5823

§ 8 . @dalam undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi

= = 7))

F5 2

@ Eaerah,gPendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang

iz B

a

s

S

S

(&=

2

9]

&

&

Y

S

enggal pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang
w»

pergugakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan

ng@dus uep UBHWNIEZOUS

aerah Eesusai dengan kebutuhannya guna mnegurangi ketergantungan dalam
=

=3
Pt

2N}

-Jgguns

endapatkan dana dari pemerintah pusat.

u

Kemud%'n upaya yang dapat dilakukan dalam melihat keuangan daerah dalam
rangkaémengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat adalah dengan
melihatiq'élari segi komposisi dari penerimaan daerah yang sudah ada. Semakin
besar sngzsunan komposisi pendapatan asli daerah yang ada. Semakin besar pula

wn
kemam@.lan pemerintah daerah untuk menghidupi serta mengembangkan

I

daerahnge dan salah satu contohnya adalah dalam sektor pembangunan yang akan

‘yejesew nyens uenefun} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniiguad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedinbuad ‘e
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\/ﬂ

semakln pesat apabila penerimaan pendapatan asli daerahnya juga besar.

_\ I @

%6:2 S:umber Pendapatan Asli Daerah

g 2

tg § Bemerlntah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan
@ 3 ©

‘épgraloaal daerah di dalam usaha mengembangkan daerah. Pemerintah daerah
v B

é&leﬁmllllcr fungsi serta tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan
Q @

Ea@at % dengan salah satu cara yakni meningkatkan penerimaan pendapatan asli
g 3

ga‘é’rahr&a dan sumber dari pendapatan asli daerah tersebut antara lain berasal
dari: o

§ =z

== Pajal@Daerah

=

Eajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang

ribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan

ueouelm:edue

dak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

@iy

aerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah
»n

etribu% daerah adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan pungutan

Mingglusunaep u

aerah %ebagai pembayaran pemakaian atau kerena memperoleh jasa atau
gekerjagéi atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi

=]
yang be§<epentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung.

wns @2

3. Lainifain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Q

Salah safil pendapatan asli daerah yang lain yakni pendapatan lain-lain pendapatan
=

asli daegah yang sah. Pendapatan ini dapat dilakukan oleh suatu aparat pemerintah

0]
daerah @inas) yang dalam kegiatannya menghasilkan barang atau jasa yang dapat

dipergumakan oleh masyarakat dengan ganti rugi. Masing-masing daerha memiliki

nery wise
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)

P
c%@%

1t

endapatan yang berbeda tergantung potensi yang dimiliki dan suntikan dana dari

;i)a%l segor ini juga masih terbatas mengingat pendapatannya diperoleh dari sewa
éa;irah Ssewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-
‘(éagng zekas milik daerah, pendapatan dari hasil eksekusi dan jaminan, denda
%ag;\k, pgnerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

é% Deiinm Konsep

gfgl é)novasi

2
kmovasi merupakan salah satu hal penting dalam penyelenggaraan
X

ganlsaS| Setiap organisasi, termasuk organisasi pemerintahan memerlukan

rgehex yninjd

Ul Si|

wovasi  dalam praktik penyelenggaraan urusan-urusan dan kegiatan yang

ilakukan. Ada beragam definisi mengenai inovasi dalam konteks

wousugedue

enyelenggaraan organisasi sektor publik atau pemerintahan. Rogers dan
oemkaer (1971) mengemukakan bahwa inovasi sebagai ide-ide baru, praktik-
raktik baru, atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru

w»
ri indlvidu atau masyarakat sasaran. Pengertian inovasi tidak terbatas pada

ue

enda gtau barang hasil produksi, akan tetapi juga mencakup ideologi,

percagaan sikap hidup, informasi, perilaku, atau gerakan menuju proses

Hggwins mx;ncg&ua

perubahg'n dalam tata kehidupan masyarakat (Rogers dan Shoemaker,1971).

2.7.2  Pelayanan Publik

Q

Menurut Mahmudi (2010:223), mengatakan bahwa pelayanan publik
=

adalah Z:%egala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara

wn
pelayand@n publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan

yuI

ketentu&n peraturan perundang-undangan. Menurut Ratminto dan Winarsih dalam

nery wise
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\n/tt)lukunya Hardiansyah (2018:15), mengatakan bahwa pelayanan publik atau
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h

)
=
o

H

nyaﬂ_an umum dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik

ﬁUEJETg] L

Baé bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi
‘%rggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, didaerah dan
E gtkun;an Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam
ép%ya &menuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ée‘?aturq? perundang-undangan.

%7 3 B-Government (E-Gov)

3 P

% i_’he World Bank (2015) mendefenisikan bahwa e-government adalah
éenggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintah, seperti : Wide

wedu

rea Network, Internet, dan Mobile Computing yang mempunyai kemampuan

weoua

ntuk merubah hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis, dan badan
emerintah lainnya. E-government adalah bagaimana pemerintah bekerja secara
ektif, melakukan penyebaran informasi dan melakukan pelayanan kepada

@ 92
=)

@asyardz(at secara lebih baik (UNDP, 2014). Instruksi Presdien Nomor 3 Tahun

WIBIep U3jLun)

NENIN

003 tqmﬂang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

emela@kan bahwa e-government merupakan upaya untuk mengembangkan

.’3
penyelegggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka

-lgguns

2]

meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Tujuan E-
Q

governrf}"ent adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan,
=

mempekancar proses layanan, serta membangun mekanisme komunikasi yang baik

wn
antara pemerintah dan masyarakat.

juI

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government

nery wise
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\/al

u

Iam Indrajit (2006:15) , ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan

©

ju o
ﬁg'zrhaﬂkan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah:

Buepun-6uepun 1Bunpulrg eydi

porhCapamty, dan Value.

1. Sfupport

3

Elemen pertama dan yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan
=

fari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar
=

ﬁcnenerapkan konsep e- Government, bukan hanya sekedar mengikuti trend
%au justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip e-
government. Maksud dari dukungan di sini  bukanlah hanya pada
:):mongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah
dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:

a. Disepakatinya kerangka e- Government sebagai salah satu kunci
sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga
harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain
diperlakukan.

Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga,
waktu, informasi, dan lain- lain) di setiap tataran pemerintahan untuk
membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.

Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar
tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-Government.
Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, konsisten,
dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan

masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang

simpatik.
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2.

Buepun-6uepun 1Bunpuijig e3did eH

Capacity

©

Wnsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam
QO

gewujudkan e-Government menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum
©

yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintan sehubungan dengan
3

elemen ini, yaitu:

=
Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagi
inisiatif e- Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya

finansial.

Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena

NB1Y BXSNS NN

fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep
e- Government.

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan
keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e- Government dapat sesuai

dengan asas manfaat yang diharapkan.
w»

Lol

. Malue
(¢}

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari
=
%i'si pemerintah selaku pihak pemberi jasa. Berbagai inisiatif e-Government

=]
Eibdak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan
déngan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang
Q
menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-
=

éovernment bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat

wn
éan mereka yang berkepentingan. Untuk itulah maka pemerintah harus

I

=5
IgEnar- benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government
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ofa

apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar- benar

~T O

g % memberikan value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh
@ g masyarakatnya.

2 o

254 Retribusi Daerah

2 c [2

% § Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
cq &

Ee@bergn izin tertentu yang khusus di sediakan atau diberikan oleh pemerintah
g 3

gagrah @tuk kepentingan orang pribadi atau badan (Marihot P. Siahaan 2005:6).
c %)

c

= getribusi Daerah adalah salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut
Q

3 A

mgbagaigpembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh

1S

emerintah Daerah kepada masyarakat (Juli Panglima Saragih 2002:65).

7.5 Parkir

unedu

Parkir merupakan kegiatan menghentikan atau menyimpan kendaraan
ermotor di sebuah tempat yang sudah disediakan. Parkir sangat penting dalam
emen transportasi dan keberadaannya tidak dapat dianggap mudah. Hal ini

w»
rdasaEtD(an pada suatu kenyataan bahwa suatu kendaraan tidgaklah mungkin

WRiep ugiwnjuesus

rjalarr:&erus atau tidak berhenti (Agung Setyadi,2003).
=

Parkir didefenisikan sebagai keadaan tidak bergerak kendaraan yang tidak

zJlaquins gex;ncﬁxua

)

=]

bersifatgéementara, termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan
-t
2]

yang beghenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu
Q

ataupurfﬁidak serta semata-semata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan
=

orang c@n barang (Dit. BSLLK. Dirjen Perhubungan Darat, 1998). Berdasarkan
wn
Ietaknyédikenal parkir badan jalan (on street) dan parkir di luar badan jalan (of

I

street pgtking).
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1t

)

St

%0

Bidalam undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi

rah,;Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang

.6 Pendapatan Asli Daerah
=L
o* 2
=0
3% [B
Dag
3 5
.8
iig
2 S 3
i
oL
faiff sebag
2

g3 ney
QD
w

(2]

Py

8 Pe?;iélitian Terdahulu

enggaf pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

silkan dari suatu daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak

ah, retribusi daerah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-
-~

< ai pendapatan asli yang sah, yang bertujuan sebagai bentuk perwujudan

déé’entralisasi untuk memberikan keleluasaan pemerintah daerah dalam

=
C
th
:
2
=]
]
No Nama Judul Hasil Perbedaan
3 Peneliti Penelitian Penelitian
§. (Bertha Strategi Dari penelitian ini | Perbedaan
S’ Puspita, Transformasi | menunjukkan bahwa | penelitian
z Zulkifli, Digital Untuk | strategi yang tepat | dengan skripsi
2 Derriawan | Meningkatkan | untuk  mendukung | adalah  bahwa
5 2022) Kualitas transformasi digital | fokus dari
§ Pelayanan Perusahaan  adalah | skripsi ini pada
‘§ Perusahaan Strategi Inovasi | penerapan
S Parkir di | Produk, Layanan | sistem
) Indonesia dan Digitalisasi. | digitalisasi yang
g Dengan tetap | dijalankan oleh
% memperhitungkan juru parkir
2 peningkatan kualitas | untuk
layanan dan | melakukan
pngembangan pasar. | pemungutan
retribusi  parkir
yang berizin di
Kecamatan

Senapelan Kota
Pekanbaru, guna
meningkatkan
integritas
petugas
Tujuan
penulis

parkir.
dari
untuk
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melakukan
=T O penelitian
2 g > ke terhadap jumlah
ga3g = PAD Kota
E‘g o |a Pekanbaru dari
823 T sektor
== é ® perparkirar} agar
2o = dapat meningkat
= % 8 = secara
gaa ; signifikan.
33 g = Kedua
aEs = penelitian  ini
A2 [k
(S c mengusulkan
Qe
oS 2 penggunaan
3 % ® sistem
83 A digitalisasi
3 € = namun pada
2@ skripsi ini hanya
Bl S
% = cakupan
=B Kecamatan
e ; Senapelan Kota
EE Pekanbaru.
s 3. (Zulkifli | Pelayanan Dalam Penelitian ini | Perbedaan pada
85 Anwar, Retribusi menemukan kurang | penelitian  ini,
S Zaili Parkir ~ Tepi | baiknya kualitas | skripsi
‘2 b=} p y p
o Rusli, Jalan Umum | pelayanan parkir di | melakukan
g g Febri Kota Dumai |tepi jalan umum | pengelolaan
?;:," % | Yuliani Kota Dumai yang | retribusi parkir
§ ol % 2023) dipengaruhi oleh | yang berizin di
g i,; — factor-faktor kualitas | Kecamatan
é = 3 pelayanan parkir | Senapelan Kota
3 § 8 yang mana ruang | Pekanbaru
% 8 'c’: parkir  tidak  bisa | dengan sistem
g 2 menampung jumlah | digitalisasi
“‘-cb < kendaraan yang | Electronic Data
2 5 bertambah padat. Capture (EDC)
2 by dan atau untuk
= o meningkatkan
= w PAD Kota
= f.? Pekanbaru dari
= 5 sektor
5 w perparkiran.
9 3. § (Ragel Pengawasan | Pada penenelitian ini | Perbedaan
g = | Dwi Jasa Layanan | ingin dengan  skripsi
g 5 Puspita Parkir di Kota | mendeskripsikan dan | ini menganalisis
3 @. | Sari, Pekanbaru menganalisis faktor- | penerapan
o =
= e
o)
:
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h)

?‘-:IB

>

o
)

yang  menghambat
pemungutan

retribusi
parkir  di

pelayanan
Kota

digitalisasi yang
diterapkan oleh
Dinas
Perhubungan

56

:
H 111
\'}_ Abdul faktor yang | sistem
=~ © |Sadad menghambat dalam | digitalisasi
g ; T |2023) pelaksanaan dengan
s 3 = pengawasan jasa | enggunakan
‘g o |[o layanan parkir di | mesin
83 © Kota Pekanbaru | Electronic Data
23 o yang menjadi hasil | Capture (EDC)
= é =} yaitu kurangnya | dan atau
% 8 = SDM, lalu | Barcode  oleh
Q@ Z kurangnya  sarana | Dinas
= g — dan prasarana yang | Perhubungan
B i memadai. pada
8 c pengelolaan
g o retribusi  parkir
= ® yang berizin di
3 e Kecamatan
é = Senapelan Kota
2 Pekanbaru,
?.)’ kemudian
2 penulis juga
g meneliti
3 bagaimana
S proses
5 pengelolaan
) retribusi  parkir
a khusus di
= Kecamatan
e » Senapelan Kota
8 = Pekanbaru
= - selama 4 Tahun
- o terakhir.
g. 2 | (Imanuel | Optimalisasi | Hasil penelitian | Penelitian  ini
8 'c’: Rexy Pemungutan | menggambarkan menjelaskan
N 5 | Ananda Retribusi mengenai peran dari Dinas
< | Nyampai | Pelayanan Optimalisasi  yang | Perhubungan
s | 2021) Parkir Di Tepi | dilakukan oleh Dinas | untuk
E Jalan Umum | Perhubungan Kota | mengoptimalkan
o Kota Palangka Raya | retribusi
w Palangkaraya, | dalam pelayanan
f.? Provinsi mengoptimalisasikan | parkir,
5 Kalimantan Retribusi Pelayanan | penerapan
& Tengah Parkir, Faktor-faktor | sistem
St
s
4
.
=2
&
o)
-
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'g}

o
)

perhubungan sudah
baik. Namun
pelayanan parkir di
tepi jalan umum
perlu  ditingkatkan
unutk  memberikan

Electronic Data
Capture (EDC)
dan atau
Barcode dalam
pengelolaan

retribusi  parkir

Ita
=} {=
T
(= H lﬂ'
\l}_ Palangka Raya | Kota Pekanbaru

~T © antara lain | pada
z g ; = kurangnya pengelolaan
2 93F = pemahaman retribusi  parkir
g ‘g o |a Masyarakat guna
§ 22 |8 mengenai meningkatkan
= “E—i é o pemungutan integritas
*20¢c 3 retribusi  pelayanan | petugas  parkir
3 o8 = parkir. dan
& g% @ z meningkatkan
8 3 o g = pendapatan PAD
5383 i Kota Pekanbaru.
o (7]
0] ® (=
=
é" 5 2 | (Masturin | Kepuasan Penelitian ini | Pada skripsi ini
) % © | Jamalina, | Petugas Dinas | menganalisis untuk
§ 2 A | Rochmat | Perhubungan | kepuasan  petugas | mengetahui apa
(2 g 2 | Aldy dan Kinerja | dinas perhubungan | saja kendala
a8 g: Purnomo, | Juru  Parkir | terhadap kinerja juru | yang  dialami
c3g Yeni Tepi Jalan | parkir tepi jalan | oleh Dinas
Z o Cahyono, | Umum umum sebagai | Perhubungan
g g Haoirul Upaya inovasi  pelayanan | untuk
B % Hamidah, | Inovasi kepada Masyarakat | menerapkan
258 Asis Riat | Pelayanan kabupaten Ponorogo. | sistem
=85 Winanto | Kepada Kepuasan yang | digitalisasi

§ 2023) Mayarakat diberikan juru parkir | menggunakan

§ kepada petugas dinas | mesin

=

o

2

o

g

5

=

g

3

o

3

kenyamanan kepada
masyarakat.

di  Kecamatan
Senapelan Kota
Pekanbaru.
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S ;% AJISIPATU) dDIWR[S] d}elS

Kdnse

e

onsep Operasional

p Operasional merupakan upaya menerjemahkan konsep atau

=
sesuta@yang abstrak ke dalam bentuk yang konkrit (Singarimbun, Masri: 1989).
V)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik sebuah pernyataan atau batasan

dari hagil mengoperasionalkan konsep sebagai berikut :
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57




‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaqg wejep (ul sin} A1ey yninias neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep ueyjwnwnbusw Buele|iq 'z

AVIE YNSAS NIN
o0}

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uediynbuad °q

‘yejesew nyens uenefun} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniiguad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedinbuad ‘e

1t

)

—é}

ofd

€

Tabel 2. 3 Konsep Operasional

= T 7))
o i Variabel Indikator Sub-Indikator
Q) as
$% = 1. Pendistribusian mesin
52 ¢ Electronic Data Capture
§§ = Support (EDC) dan atau Barcode
cg ©° (dukungan) disediakan pada titik-titik
s 3 parkir tepi jalan umum.
§ B = Memberikan pelatihan
ngnge@Iaan kepada  petugas  parkir
or@ribusi  parkir di mengenai penggunaan mesin
‘é’lécarragtan Electronic Data Capture
§Senapeian Kota (EDC) dan atau Barcode.
gPekangi'iru dengan Menghubungkan semua
gpenera%?n atau transaksi  tercatat dalam
gpenggm-aan sistem sistem yang bisa dipantau
cdigitalisasi ~ mesin oleh Dinas Perhubungan
ZElectronic Data secara realtime.
g;;'Capture (EDC) . Efisiensi Proses Pembayaran
IS pengguna parkir tidak perlu
3 menyiapkan uang tunai cukup
§ dengan menggunakan
2 Electronic  Data  Capture
i Capacity (EDC) dan atau Barcode
S (kapasitas) sehingga mempercepat proses
5 transaksi.
3 . Peningkatan Pendapatan
§ Daerah,  retribusi  yang
§ terkumpul dapat langsung
z masuk ke kas daerah
=
* Edukasi dan  Sosialisasi
3
S Value kepada masyarakat
= (Nilar) mengenai manfaat sistem
digitalisasi.
Peningkatan  Infrastruktur,
menyediakan jaringan
Value internet yang stabil di lokasi
(Nilar) parkir strategis.
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2.10 Kerangka Berpikir

{ Kerangka Berpikir ’

:

Elemen Keberhasilan E-Government |

Harvard JFK School of Government
l dalam Indrajit (2006:15) I

\ 4 { y
Capacity
(Kapasitas)

1. Efisiensi Proses
Pembayaran

Support
(Dukungan)

1. Pendistribusian mesin
Electronic Data Capture
(EDC)

2. Memberikan pelatihan
kepada petugas parkir

2. Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD)
Kota Pekanbaru

3. Menghubungkan seluruh
transaksi guna
pemantauan oleh

Value
(Nilai)

1. Edukasi dan Sosialiasi
kepada masyarakat dan
petugas parkir

2. Penyediaan Internet
yang stabil di lokasi

\ parkir strategis /

Dinas Perhubungan

:Jaquins ueyjngakuaw uep ueywNjueousW ec

b
>

Dinas Perhubungan Di Kecamatan Senapelan

L Kota Pekanbaru

ﬁovasi Pelayanan Publik Melalui Digitalisasi Retribusi
Parkir Berbasis Electronic Data Capture (EDC) Oleh | g

~

/

Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir

Sumber : Data Olahan Peneliti 2025
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e
gl
BAB III
»z (O
g ~ I METODOLOGI PENELITIAN
8% =
@ o3.1 Jenis Penelitian
2: o
e éJenig Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan metode
° p= 3
§e§<ript§ yang menggambarkan suatu objek atau fenomena di lapangan.
Q a
Pefelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai
5 Z
g3
gaﬁabelg)mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat
€ »
< -
Rerbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono,2018).
Py

m%e:ﬁe

nelitiéﬁ kualitatif metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada

1S

Pt

ondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,

knik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

weousugedue

ersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada

eneralisasi.

3.2 Lokasi Penelitian

—
)

Penefitian ini akan dilaksanakan pada UPT PERPARKIRAN di bawah Dinas

-
1]

gerhubL§1gan yang berada di Kecamatan Sukajadi kemudian di lokasi perparkiran

ueyIngakuaiu uep Wywny

(2}

fiang adg: di Kecamatan Senapelan, yang mana penulis bisa menemukan daripada

qui

masalaipyang telah dituliskan. Kemudian objek dari penelitian ini adalah penulis
ingin rr’rgngetahui bagaimana penerapan sistem digitalisasi mesin Electronic Data
Captureg’(EDC) pada pengelolaan retribusi parkir olen Dinas Perhubungan di

-*

=~
Kecama?nan Senapelan Kota Pekanbaru.
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\/Ia

>
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3.3 Sumber dan Jenis Data

Buepun-6uepun 1Bunpuijig e3did eH

©

1. Bata Primer

V)

e
Pata primer merupakan data yang berasal dari sumber utama dan
©
dikumpulkan secara khusus. Data primer dalam penelitian ini diperoleh
3
dengan melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara langsung
=

Igepada responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan

&-}berapa pihak terkait, seperti Kepala UPT Perparkiran, Pegawai UPT

(2]

gerparkiran, Kassubag Umum Kecamatan Senapelan, Petugas Parkir, dan
Py

;RZriasyarakat Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder
Informasi penelitian mengenai pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik
Melalui Digitalisasi Retribusi Parkir Berbasis Electronic Data Capture
(EDC) Oleh Dinas Perhubungan Di Kecamatan Senapelan diperoleh dari
berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, catatan, laporan, dan arsip
w»
%smi Dinas Perhubungan maupun UPT Perparkiran. Termasuk di
a}lamnya adalah Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, serta publikasi
I:ca:'in baik yang terbit maupun tidak terbit. Seluruh informasi tersebut secara
l%num disebut data sekunder.

3.4 ﬁiforman Penelitian

o

-~ .. .
Infogiman penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu
=

—

persoal@ atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh dari informasi yang

wn
jelas, a@rat dan terpercaya (Moleong,2000:97).

I

Informa§i yang akan didapatkan dari penelitian ini untuk mengetahui ohjek dari

nery wis
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wﬁ‘g

)
£

=H|J
\/F‘)Ienelltlan ini yang mana diambil dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

=L

1e|

Buepun-6uepun g5unpug||§e;d

Benﬁkuticabel dibawah ini merupakan tabel tentang informan penelitian, yaitu
Q)
galcberlkut
©
® Tabel 3. 1 Informan Penelitian
= No Informan Jumlah
N 1 Kepala UPT Perparkiran 1
g4 2 Pegawai Dinas Perhubungan 2
4 3 Kassubag Umum Kecamatan Senapelan 1
o 4 Petugas Parkir 3
9 5 Masyarakat 4
o 6 Total 11
A Sumber : Data Olahan Tahun 2025
QO

JJagquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesuamu eduey Ul Sin} eAIEY yninjas neje ueibeqas dunﬁuewggue

3.5 Feknik Pengumpulan Data
Setelah data-data tersebut diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan
enulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Wawancara

Subjek penelitian diberikan sejumlah pertanyaan secara lisan saat
yawancara, yang menghasilkan informasi mengenai bagaimana Dinas
éerhubungan Kota Pekanbaru, khususnya UPT Perparkiran, menjalankan
govasi pelayanan publik melalui digitalisasi retribusi parkir berbasis
%ectronic Data Capture (EDC) Di Kecamatan Senapelan. Wawancara
éjiga dilakukan dengan juru parkir dan masyarakat pengguna jasa parkir
TZefpi jalan umum untuk mengetahui pengalaman, tanggapan, serta kendala

LY

yang dihadapi dalam penerapan sistem digital ini.

-

N -
. ©bservasi
n

<
Balam metodologi ini, penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi

nelltlan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
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ofa

dan tepat mengenai pelaksanaan pembayaran retribusi parkir dengan

g genggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC). Observasi mencakup
o

; '@teraksi antara petugas parkir dengan masyarakat, cara pengoperasian
=

g %esin Electronic Data Capture (EDC) di lapangan, serta respon pengguna
g j;%sa terhadap sistem pembayaran non-tunai.

223. gokumentasi

@

é’atatan kejadian masa lalu disebut dokumentasi. Bentuk dokumentasi
w

a;?lam penelitian ini meliputi tulisan gambar, laporan, arsip rersmi dari
E;)'inas Perhubungan maupun UPT Perparkiran. Dokumentasi ini digunakan
sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan penelitian di lapangan.
3.6 Teknik Analisis Data
Analisis Data Kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) dalam Meolong merupakan

rangkaian kegiatan yang mencakup pengelolaan data, penyusunan data, serta

P ugjnjueous edue 1ul sin} eAiey yninjas neje uelbeqes dijnbusw Buese|iq *|

emilahan data menjadi elemen yang bisa ditangani. Proses tersebut melibatkan

ue

[©] w»

ﬁgnyisté;;isan, identifikasi hal-hal yang relevan dan yang seharusnya menjadi
fokus p%mbelajaran, serta kepuasan mengenai informasi yang bisa dibagikan
€ 5

%epada Echalayak.

2 C

Anglisis Data menurut Patton adalah kegiatan menyusun urutan data,

-t

2]

mengel@mpokkannya ke dalam pola, kategori, dan komponen penjelasan dasar.
Q

Patton juga membedakan analisis dari penafsiran, yang merupakan pelabelan hasil
s

analisisi:aengan makna penting, mendeskripsikan pola penjelasan, serta mencari

wn
keterkaEan di antara berbagai dimensi penjelasan. Penulis menganalisis data yang

I

diperoleﬁl dengan menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif
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CB

analltlc Penulis akan memaparkan hasil-hasil penelitian serta memberikan

~I O
&hdlisa.—

-y =
tg § Mepurut Miles & Huberman (1992:16) mengungkapkan bahhwa analisis data
@ 3 ©
‘éeléma aproses pengumpulan informasi menyebabkan peneliti beralih antara
v B
éﬁeﬁmpe&imbangkan data yang sudah ada dan merancang cara untuk mendapatkan
Q @
§a§ b&u Melakukan penyesuaian terhadap informasi yang ambigu dan
g 3
mé"mfo@skan analisis yang sedang berlangsung terkait efek dari pengembangan

(2]

rja digapangan. Ada tiga jalur analisis data kualitatif:
Py

1. Fgéduksi data

} 1Ul SI|N} eﬂJe@nJm

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

enyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari

ousumedue

Batatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Reduksi

wny

an meliputi : meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-
Q.

gugus. Reduksi data atau tranformasi ini akan terus berlangsung hingga setelah
® (.D

=

§valuasﬂapangan selesai, sampai laporan akhir yang lengkap tersusun.

2| ;Penyajian Data

Peﬁcyajian data adalah tindakan di mana sekolompok informasi diorganisasi,

=]
sehingg:ab' memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

:Jlaquins uen

2]

Penyajigh data kualitatif dapat berbentuk narasi tertulis, matriks, grafik, jaringan,
Q

dan diaé"{am. Semuanya dirancang untuk menyatukan data dalam suatu susunan
=

yang téfatur dan mudah diakses. Dengan cara ini, seorang analisis dapat

wn
memahami situasi yang berlangsung, serta menentukan apakah ia dapat menarik

yuI

kesimputan yang tepat atau melanjutkan untuk melakukan analisis sesuai dengan
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AVI¥ VXSS NIN
D‘/\
.-"U

%

o+

5,

il
etunjuk yang disampaikan dalam presentasi sebagai hal yang mungkin

©
anfaat.
QO

o' ®
|:§|e|.|

3. ;{;/Ienarik Kesimpulan
©

Upaya untuk menarik kesimpulan atau verifikasi dilakukan oleh peneliti
3

ra herkelanjutan selama berada di lapangan. Sejak awal pengumpulan data,
-~

®s diynbusw Buele|
-5u@un 1Bunpuijq eyd

e

ealelbe

ueptn

Iit@]ulai mencaari makna dari objek-objek, mencatat pola-pola yang teratur

=1 ]

am g%ltatan teori), penjelasan-penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan
(7))

H3ININES Ney

2
bab-akibat, dan usulan. Kemudian diverifikasi melalui proses triangulasi sumber
Py

aupurgkonfirmasi kepada informan. Langkah ini penting untuk memastikan

Iirgelie

g’JIS

hwa kesimpulan penelitian benar-benar didasarkan pada bukti yang valid dan
suai kenyataan di lapangan.

Dengan melalui ketiga tahapan tersebut, analisis data dalam penelitian ini

gwn;ueoueuggedue

harapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai

elaksanaan inovasi pelayanan publik melalui digitalisasi retribusi parkir berbasis
w»

Iectrorgc Data Capture (EDC) oleh Dinas Perhubungan di Kecamatan Senapelan

ngafuauxuiep u

ota P%ﬂnbaru.

:19quINs e
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1t

)

0

-
BAB IV

T O
g 2 B GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
% =
3 §4.l§ejarah Singkat Kota Pekanbaru
(=
- Q
g4
@ g_Kotg Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Sungai Siak adalah
o g —
&3 =
Eo‘%asi @awal mula berkembangnya Kota Pekanbaru. Daerah ini terdapat masjid
2E =z

3

8%’18

ejarah yaitu Masjid Agung Kota Pekanbaru yang merupakan suatu
=

1)
hormgfan yang bersejarah terhadap Kerajaan Siak dan asal mula Kota

efiey grunje

¢

Py
kanbgru. Asal mula terbentuknya Kota Pekanbaru dulunya adalah sebuah
c

BT siny

ampung kecil yang bernama Senapelan yang terletak di tepian Sungai Siak, yaitu

edue)

usun Payung Sekaki. Kampung ini, pertama kali didirikan oleh Sultan Abdul

lil Alamudin Syah yang berhasil naik kedudukannya sebagai Raja Siak setelah

njuegguaL

Berhasil mendahului Raja Alam yang dibantu oleh Belanda. Kerajaan Siak Sri

3
ﬁqdra Pura dan Senapelan memiliki hubungan yang erat. Sultan Abdul Jalil
glamu(fiﬁl Syah memilih menetap di Senapelan untuk menghindari Belanda.
o
ziemudfzzn Sultan membangun sebuah pekan atau pasar di Senapelan, namun tidak
éerhasié'Putra dari Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah yaitu Sultan Muhammad Ali
Zbdul J:c;lil Muazamsyah, melanjutkan upaya yang dilakukan saat pemerintahan
]

Sultan ibhya. Setelah peristiwa itu ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.
<

Penc%apan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota
»

c
Pekanbaru ditetapkan sebagai Daerah Otonomi dengan nama Harminte (Kota
=]

Baru). %ementrian Dalam Negeri Republik Indonesia memulai proyek untuk

=
membu@']\.’ ibu kota Provinsi Riau secara permanen pada tahun 1958. Sebelumnya,

nery wise

66



‘nery e)sng NIN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} Aley yninias neje ueibeqeas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

AVIE YNSAS NIN
o0}

S

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uediynbuad °q

‘yejesew nyens uenefun} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniiguad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedinbuad ‘e

1t

)

"g:}

ofd

ta Tanjung Pinang di Kepualauan Riau berfungsi sebagai ibu kota provinsi

ik o
1au.
gL T
ae B2
5 0 x~
w)

ESet%ah diputuskan bahwa Kota Pekanbaru akan menjadi Ibu Kota daripada

—

S dywﬁuew 6]

; insg Riau. Pada 20 Januari 1959, Surat Keputusan No. Des 52/1/44-25

Bepun @unpu

utusan ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Didalam keputusanya
=

a zmeneteapkan Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau dan
0p)

embefjkan Kota Pekanbaru status Kota Madya Daerah Tingkat II. Kemudian,
-~

1Bege

(&

ges n ue
!:‘;ueg n-

Ay ynu

QO
ota Pgkanbaru memulai Pembangunan. Pemerintah pada awal menyiapkan

QO
berapa bengunan dalam waktu singkat untuk memudahkan pemindahan kantor

Iu sgn) e

an karyawan dari Tanjung Pinang Ke Pekanbaru. Kota Pekanbaru terletak antara

aru edumy

01°14' - 101°34 Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian

rgueou

ri permukaan laut berkisar 5-50 meter. Menurut hasil pengukuran dilapangan

paieyw

—_—

eh BPN Tk. |1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah

Auam ue

32,26 Km?. Maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru

@ )
Ro. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa Baru dengan Perda
B @
gahun 2603 menjadi 58 kelurahan/Desa.
3 e
o (=)
R Tgbel 4. 1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan Kecamatan
Juflimlah Penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan Kecamatan (Orang)
wn
K;écamatan Laki-laki Perempuan | Laki-laki + Perempuan
Tampan 102.577 100.661 203.238
Payurig Sekaki 48.547 47.749 966.296
Bukit Raya 46.807 46.671 93.478
Maraffoyan Damai 64.328 63.272 127.600
Tenayan Raya 78.273 75.988 154.261
Limapuluh 19.196 19.417 38.613
Sail & 9.964 10.420 20.384
z
=
£
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1t

)

g

wns ueygaAu

nial

€

=T 0
O x
= T
25 |
2@ o
33 o
gE 2
£gd 9
©
@ g_ K%camatan Laki-Laki Perempuan | Laki-laki + Perempuan
O ey
S @Pekanbaru Kota 11.220 11.384 22.604
> |Sukajadi 21.400 21.452 42.852
& |Sendpelan 17.401 17.956 35.357
é Rumbai 39.892 38.293 78.185
¢ | Rumbai Pesisir 34.976 34.976 70.488
g JumﬁahPenduduk Kota Pekanbaru 98.3356
2 é' Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
a‘.
=
5 Pada table 4.1 menjelaskan pada data dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik
©
Q
Brovinsi Riau, pada tahun 2025 Kota Pekanbaru memiliki 13 Kecamatan.

PREOUD

ecamatan Senapelan juga merupakan salah satu yang memiliki penduduk yang

EEjwn

mlahnya banyak yaitu 35.357 jiwa.

suxuep

1.1 &isi dan Misi Kota Pekanbaru

—
)

Visi &
®

Pemgintah Kota Pekanbaru menggelar Musyawarah  Perencanaan

=3
o

%’embaégunan (Musrenbang) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerahg(RPJPD) Kota Pekanbaru periode 2025-2045, telah ditetapkan Visi Kota
Pekanbia"ru untuk tahun 2025-2045 yang Bernama Pekanbaru Bertuah yang
Berbucgya, Maju, dan Berkelanjutan. Bertuah memiliki arti bahwa Kota

Pekanbaru adalah sebuah kawasan yang berpengaruh, unggul, bermartabat,

9p]
<

bersih,§_tertib, saling mendukung, aman, dan harmonis, sehingga dapat

)

memp@(uat daya saing masyarakat. Berbudaya berarti bahwa seluruh aspek

I

nery w

68



AVIY VYSAS NIN

‘nery e)sng NIN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} Aley yninias neje ueibeqeas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

=

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uediynbuad °q

‘yejesew nyens uenefun} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniiguad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedinbuad ‘e

wﬁg

ﬂ'k

ehidupan masyarakat Kota Pekanbaru menghormati dan mengedepankan nilai-

@)
| seﬁa tradisi budaya Melayu. Maju berarti menunjukkan bahwa pelaksanaan

esdlq;;ren

§

balagunan daerah didasari keinginan bersama untuk menciptakan masa depan
©

g lebih baik, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan
3

peﬁtif, beradab, professional, serta memiliki perspektif yang luas ke depan.

eibegas dngbusuruelelg “|
5u§un 168hpus

%“

uqﬁn berkelanjutan menunjukkan bahwa prinsip dasar dari pembangunan

Buep!

’$-Ney
D

rkelaﬁjutan yaitu menjaga kualitas hidup bagi seluruh masyarakat, kini dan di
(7))

~

asa yang akan datang secara berkelanjutan.
Py

Misi®
=

Hinn|

Misi jangka panjang wilayah, ditentukan tujuan pembangunan dan kebijakan

weduey ur syiedie

ang akan dilaksanakan untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang
aerah. Kebijakan pengembangan ini selanjutnya dijelaskan dalam Tahapan
embangunan Kota Pekanbaru, yang terbagi menjadi empat periode, yaitu

1. Periode Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penciptaan pondasi dan

truktur untuk tranformasi pembangunan.

S] 23p31S

4

eriode Tahun 2030-2034 yang berfokus pada penguatan pondasi dan

struktur untuk tranformasi pembangunan.

:)aquins ueyIngeAusw Uep URYWINJYEOUS

nRru

»
QAIU

<Periode Tahun 2035-2039 yang berorientasi pada realisasi transformasi

pembangunan menuju Kota Bertuah yang memiliki budaya, maju, dan

0 1%151

S-I)erkelanjutan.
s

4. Per&de Tahun 2040-2045 yang berupaya mewujudkan Kota Pekanbaru yang

S

berfiuah dengan budaya, kemajuan, dan berkelanjutan.
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h

4.2 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan

©
1n§ Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan salah satu Organisasi

Huele|iqg ‘)
8 e;dloeeu

gkat Daerah yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah
©

ah untuk mengelola sektor transportasi, lalu lintas, dan perhubungan dalam

3

ilyah—administratif Kota Pekanbaru. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
-~

abuaw
onpuljs

B!

a

egun |

rlkan- pada tanggal 28 Oktober 1988, berdasarkan Keputusan Menteri

nejeaelbegos di

uepﬁn-ﬁu

eﬁlub@gan Pada mulanya, instansi ini dibuat untuk menjalankan tugas dan

YEHnINjes

ngsi Goerkait sektor transportasi darat, laut dan udara demi mendukung
IJ

mbangunan di tingkat nasional. Dinas tersebut juga diatur dalam Peraturan

i sirg elie

Jaerah Kota Pekanbaru No. 07/2001 yang merubah peraturan daerah Kota

wreedue

ekanbaru No. 4 tahun 2001 mengenai pembentukan, struktur organisasi, dan tata

@2oua

perasi dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru.

Dinas Perhubungan memiliki tugas untuk menjaga kelancaran lalu lintas,

agu uep ueywn)

enjamin keselamatan dalam transportasi, meningkatkan efisiensi layanan
Y

gkuta® umum, pengendalian dan pengawasan Perparkiran dan Lalu Lintas, dan
1]

[

uemgqa/(u

si semua sarana serta prasarana transportasi. Di samping itu, Dinas

s
o)
=
(U}
()

Pt n

qu

gerhubtglgan juga berperan dalam mendukung, serta beradaptasi dengan

Pt v

<
kemajugn tekonologi dan tuntutan Masyarakat perkotaan yang semakin
2]

mening‘lgat. Memberikan pelayanan perparkiran yang aman dan nyaman.
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é
N
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=N

Tugas Pokok dan Fungsi UPT Perparkiran

Buepun-6uepun 16unpuiig e3dio YeH

Gambar 4. 1 Lokasi UPT Perparkiran Kota Pekanbaru

neiy eysnsg NN Y!lw ejdido jey @

Sumber : Data Olahan Penulis 2025
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran merupakan salah satu unit yang

eroperasi di bawah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, memiliki tanggung

jueowmw edue) (Ul siny eAsey yninjes neje ueibeqes dynbusw buelejg - >

gwab langsung mengelola area parkir di daerah kota. Pembentukan UPT ini

e

éipicu oleh bertambahnya jumlah kendaraan, kekurangan tempat untuk parkir,

=]

éerta kebutuhan akan sistem yang teratur dan profesional dalam hal pengelolaan

@ =
o . o .
getribusiparkir.
=
V]

é-PT Perparkiran memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan

5 (e
sistem Earkir yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang
)

Joquins ue

diatur galam Peraturan Walikota Pekanbaru No 284 Tahun 2017 tentang
<

Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
w

g

Kerja Pnit Pelaksana Teknis Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota
=]

Pekanbafu. Tugas dan Fungsi UPT Perparkiran di jelaskan pada Pasal 5, Pasal 6
V)

o
dan Pas’é\l 7 sebagai berikut :

V)
»
Pt

Pasal 5

nery wr
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1.

Buepun-6uepun 1Bunpuijig e3did yeH

N

Kepala UPT. Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

ci)glam melaksanakan wurusan dibidang perhubungan sub urusan

ggngelolaan parkir.

%epala UPT. Perparkiran dalam melaksanakan tugas sebagaimana

%maksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

cé. pengelolaan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai

(C/) kawasan di wilayah Kota Pekanbaru.

»

%. pelaksanaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir.

g. pelaksanaan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir
dengan melaksanakan penderekan.

d. pelaksanaan tugas bersama dengan perangkat kerja atau instansi
terkait dalam pengaturan serta penyelenggaraan perparkiran.

€. pelaksanaan pengupayaan Standar Pelayanan Minimal pada kegiatan

nery wisey] JILAG Uej[ng-Jo A SIDATUNDIWER]S] 33R}S

perparkiran.

pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
perparkiran.

pengaturan pelaksanaan mekanisme pungutan bermotor yang
menggunakan jasa perparkiran.

pengaturan pelaksanaan mekanisme pungutan retribusi parkir.
pelaksanaan penyerahan hasil pungutan retribusi parkir kepada
bendahara yang kemudian disetorkan ke Kas Daerah.

pelaksanaan pembuatan dan penyampaikan laporan hasil operasional

penyelenggaraan parkir.
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k.

o
YBH @

pelaksanaan sesuai dengan tugas-tugasnya.

Kasubbag TU mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan

©

dan melaksanakan program kerja ketatausahaan berdasarkan ketentuan

3

peraturan perundang-undangan.

o

gasubbag TU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

%’/at (1) menyelenggarakan fungsi :

neily s

=2

nery wisey JrreAg uejng jo AMsIdATUNDIWE][S] dje}g &

pelaksanaan pemberian pelayanan administrasi kepada semua unsur
dilingkungan UPT. Perparkiran.

pelaksanaan pembuatan dan pengaturan kebutuhan perbekalan dan
materi dilingkungan UPT. Perparkiran.

pelaksanaan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta
pertanggungjawaban keuangan UPT. Perparkiran.

pelaksanaan pengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
pengelolaan ketatausahaan UPT. Perparkiran serta menyajikan
alternatif pemecahannya.

pelaksanaan pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing.

pelaksanaan pelayanan menerima dan menampung setiap laporan
tentang siapa laporan tentang parkir yang diterima oleh para pengguna
jasa dan pengelola dilapangan yang selanjutnya untuk dikoordinasikan

kepada Kepala UPT. Perparkiran.
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h)

'g}

o
)

(=
g. pelaksanaan pemberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
r ©
i T meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan.
5
3y X
é B pelaksanaan tugas lain yang doberikan oleh Kepala UPT. Perparkiran
2 B
é o sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
c 3
agal 7=
‘3 -~
g. gelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian
O
=]
. gfgas dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan peraturan
2
Rerundang-undangan.
Py
2. lgelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

3. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh

Walikota dan vertanggungjawab kepada Kepala UPT. Perparkiran
W

4. %mlah jabatan fungsional sebagaiman dimaksud pada ayat (2), ditentukan

Eerdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
2

S. fénis jabatan fungsional sebagaimana dimkasud ayat (2), diatur sesuai

-]
dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

JJaquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesusaw edue) Ul sin} eA1ey yninjas neje uelbeges dynbusw buele|q ‘|

4.2.2 §truktur Organisasi UPT Perparkiran

JISId

LY

Bicantumkan pada Peraturan WaliKota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017

e
-*

=~
Tentang:)Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

<
Tata Kaja Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Pada Dinas Perhubunganh Kota
-~

nery wisey[
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CPN T

- T @
)
9_; gaﬁ;a Bab IV Pasal 4
© 3T D
258 = . . o
= g ol. Susunan organisasi UPT. Perparkiran terdiri dari :
o35 =
o 3 ©
=23 @& Kepala UPT Perparkiran
SO 3
S¢S =
c &2 b Kasubbag TU
£6g =
9 & & .
3 a3 = Kelompok Jabatan Fungsional
T ot
$23
el 2. g)agan susunan organisasi UPT. Perparkiran adalah sebagaimaana
= 1)
3¢ = . . . .
B tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
3 Q
a2 D
SIS = . R
=z &ari Peraturan Walikota ini.
3 —d
< 2]
STRUKTUR ORGANISASI BLUD UPT PERPARKIRAN
Plh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
SUNARKO, ATD, MT
PEMBINA UTAMAMUDA/IVC
NIP . 19700420 199301 1001
Pit KEPALA UPT/PEMIMPIN BLUD
RAFIT DWI FEBRY, S.STP
PENATA/IIIC
NIP . 19960224 201808 1 002
SPI
BAGIAN
BAGIAN TEKNIS KEUANGAN
[ |
BAGIAN OPERASIONAL BAGIAN ADMINISTRASI AGiK SAGIAR BEND. PENERIMA BEND. PENGELUARAN PENGURUS BARANG DAN ASET
ADIMAS HIDAYAT, A.Md. Ti MUHAMMAD IKBAL, SSTP SYAHRUL YON HERI ALFATAH TRIO N, A. Md
PENGATUR/II C “ PENATAMUDA/ I C f)EA}:lEI?é:(?l’J‘IfA{\SNI Piﬁﬁgﬁ:‘gﬁ" PENGATUR/IIC PENGATURTK.I/1I D PENATAMUDA /Il A
NIP . 19991119 202302 1 001 NIP . 19920409 201609 1 001 NIP . 19741215 200604 1 022 NIP . 19780101 200701 1 005 NIP . 19791103 200901 1 009

‘yejesew njens uenelfur} Neje iy uesinuac
nery wisey jraeAg uejng jo A31sid

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Blud UPT Perparkiran

Sumber : UPT Perparkiran Kota Pekanbaru
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h)

?‘-:IB

%0

.3 Visi dan Misi UPT Perparkiran Kota Pekanbaru

%JBJELIG =1
11g-eydio yeH
eeH ©

Bgnpui
s
e

PT Perparkiran Kota Pekanbaru menetapkan visi yaitu “Mewujudkan

perparkiran yang tertib, aman, nyaman, dan terkendali”. UPT

usw
g

g?sdl
5quung
1 W

B

arkiran juga memiliki Visi Perparkiran Prima berikut adalah :

n 4

rofegional dan transparan dalam pengelolaan perparkiran.

Buegun-

S

. Respgnsif dan tanggapan terhadap laporan masyarakat.

X

QO
Inovatif dan kreatif dalam pengelolaan perparkiran.
=
Mentbentuk SDM perparkiran yang berkualitas dan berintegritas

Aman kendaraanmu, tertib parkirku.

Misi

gy uepneywnjuesusw edu®) (Ul sEn) eAiey ynues nege uelbe

LUD UPT Perparkiran Kota Pekanbaru juga memiliki misi dalam melayani

—
o)

asyakat sebagai berikut :

»

Meng)entuk SDM Perparkiran yang berkualitas dan professional

ToquIN® uexjaaAu

Menébptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari tarif

layani};n parkir

C. Men"f:égkatkan efisiensi perparkiran dengan Fasilitas pendukung

d. Men@entuk sistem Perparkiran untuk menunjang kelancaran lalu lintas dan
men%)bptimalkan fungsi jalan.

e. Menglgkatkan dan mengembangkan fungsi Satuan Ruang Parkir (SRP)

A
didalg.m ruang milik jalan apabila tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

I

nery w

76



77

ungan.

o)
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
=

Visi dan Misi UPT Perparkiran mengacu pada visi dan misi Dinas

[}
/\ Imm.g_unm Dilindungi Undang-Undang
1U; o 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

-.‘ "
Mf \m a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
én b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscanay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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)

=
BAB VI
r ©
S EE PENUTUP
T o
2 x
6.1 Kesimpulan
2 B
SBerdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan peneliti

w

genai inovasi pelayanan publik melalui digitalisasi retribusi parkir berbasis
-~

1& tromc Data Capture (EDC) oleh Dinas Perhubungan di Kecamatan Senapelan

Buepg] -6u
2

3x nejgnelbegps dynbusw buele|iq °L
Si gBun 16

a Pqﬁ?anbaru, dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya.
(7))

Inov@si digitalisasi retribusi parkir berbasis Electronic Data Capture (EDC)
Py

dah Eerjalan di beberapa titik-titik lokasi parkir tepi jalan umum Kota

rge/hex ynuan|

Taul sy

ekanbaru, inovasi ini bermula dilaksanakan pada tahun 2021. Pelaksanaan

uredue

ovasi ini sudah berjalan di angka 50%, namun inovasi pelayanan digitalisasi ini

@Boua

elum sepenuhnya terlaksana dengan optimal maka dari itu diperlukannya

plementasi yang lebih mendalam terhadap inovasi pelayanan digitalisasi

ep uguny

?trlbusi parkir berbasis Electronic Data Capture (EDC), sehingga inovasi ini
(.D

@apat rﬁenjadl sebuah kebijakan yang terlaksana secara berkelanjutan untuk

us

ﬁemajuqn Kota Pekanbaru. Tujuan dilakukannya sebuah inovasi pelayanan

ns

..J

a'lgltallsc'a:SI ini untuk menjadikan Kota Pekanbaru Smart City, meningkatkan

% =]

Pendap%én Asli Daerah dari sektor perparkiran yang secara realtime masuk ke
-t
2]

kas daefdh, serta menciptakan nilai transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien
Q

dari pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Pekanbaru khususnya
=

Kecame{fan Senapelan. Kemudian terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan

wn
inovasi sdigitalisasi retribusi ini seperti keterbatasan sarana dan prasarana,

yuI

keterbatasan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan petugas parkir

nery wise
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I apangan dan peraturan yang belum mengikat.

)

2 Saran

dio ye
.ch H

Berdasarkan hasil peneliti dilapangan mengenai bagaimana inovasi pelayanan
'O

I|k melalui digitalisasi retribusi parkir berbasis Electronic Data Capture (EDC)
3

DiEas Perhubungan di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, maka penulis

mbusw Bueleq ‘|

B

nnpumq e}

u

BudBun 1

St n%mberlkan saran sebagai berikut :

ﬁ?rin

Bue

Perlﬁ’nya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai lancarnya
(7))

kebe?;langsungan sebuah inovasi pelayanan digitalisasi retribusi parkir ini.
Py

Dipe;flukannya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan
petugas parkir dilapangan yang intensif dan bertahap untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat dan petugas parkir mengenai inovasi digitalisasi
retribusi parkir.

Diperlukannya peningkatan anggaran dari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk
dapat memproritaskan alokasi dana untuk memenuhi sarana dan prasarana
agagdapat melaksanakan penyelenggaraan inovasi digitalisasi retribusi parkir
secga efektif.

=3

Perlﬁc'nya peningkatan pengawasan dan evaluasi dari petugas UPT Perparkiran

=]
di Ia}ﬁangan parkir tepi jalan umum agar dapat melihat perkembangan daripada

:Jgswins ueyingaAusw uep ueywnjueousw edue) 1ul simaeAiey yninj@s nejecuelbegss di

inov@si pelayanan digitalisasi retribusi parkir.
Q
5. PerIUnya perluasan titik lokasi parkir menggunakan sistem digitalisasi
=

Eletgronic Data Capture (EDC) dalam pemungutan retribusi parkir di tepi

wn
jala® umum Kota Pekanbaru.

yuI

6. Diperlukannya peningkatan sarana kartu electronic seperti Brizzi untuk

nery wise
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é

i

Jaquuns ueyingaAusw uep uejwnjuesusw edue) Ul siny eAiey ynunjes neje uelbegas diynbusw buele|q °|

memudahkan masyarakat dan peningkatan efisiensi waktu pembayaran dengan

ghanxg()@ melakukan tapping kartu electronic dengan mesin Electronic Data
z-',Cap?yre (EDC) maka sudah dilakukanya pembayaran tarif parkir ditepi jalan
=

§uml§n khususnya di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

§Pen§igkatan sarana berupa papan pengumuman atau himbauan bahwa lokasi
‘::parkz‘r tepi jalan umum tersebut menandakan sudah terjadinya inovasi

Bue

pela&anan parkir digitalisasi berbasis Electronic Data Capture (EDC) agar
(7))

men’;permudah masyarakat untuk mengetahui bahwa lokasi parkir tersebut
Py

mer@'gunakan pembayaran Nontunai.
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1. Dilamang BQWE_U sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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=} o item =)
Slgs = Pendistribusian Bagaimana efektivitas
SBE = mesin  Electronic|  pendistribusian mesin
= g‘;c = Support Data Capture dalam  meningkatkan
% = 5§ =z (dukungan) (EDC) dan atau akurasi pencatatan
2@ o Barcode transaksi parkir di tepi
é % G disediakan  pada jalan umum? (Kepala
o [5Pengefolaan titik-titik ~ parkir UPT Perparkiran dan
g g retribusj tepi jalan umum. Kecamatan Senapelan)
S pparkirg di Memberikan Bagaimana pelatihan
S EKecanfatan pelatihan  kepada petugas parkir dalam
b :,Senapelan petugas parkir penggunaan mesin
2 [BKota mengenai EDC  meningkatkan
§' mPekanbaru penggunaan mesin pemahaman dan
‘83dengan Electronic Data keterampilan petugas
2 openerapan Capture  (EDC) dalam  menjalankan
3 »atau dan atau Barcode. tugas? (Kepala UPT
== =penggunaan Menghubungkan Perparkiran, Pegawai
% >sistem semua transaksi Dishub, dan Petugas
=5 2digitalisasi tercatat dalam Parkir)
gBmesinm sistem yang bisa Bagaimana sistem
- ZElectrgnic dipantau oleh pencatatan  transaksi
= gData 3 Dinas parkir yang terhubung
@ §Captur§ Perhubungan secara realtime dapat
B g(EDCE secara realtime. membantu Dinas
5B =5 Perhubungan  dalam
3R ¢ melakukan monitoring
5 2 dan evaluasi kinerja
3 ® perparkiran? (Kepala
s = UPT Perparkiran,
S ‘; Pegawai Dishub, dan
Z s Petugas Parkir)
~ = Apa saja kendala yang
5} = dihadapi dalam
S = menjalankan teknologi
e %” EDC dilapangan, baik
2 oh dari sisi teknis maupun
5 ; sumber daya manusia?
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Dishub, dan Petugas
Parkir)

Bagaimana  persepsi
terhadap penggunaan
mesin EDC di lokasi
parkir  tepi  jalan
umum? (Kepala UPT
Perparkiran, Pegawai
Dishub, dan Petugas
Parkir)

Efisiensi  Proses Bagaimana  persepsi
Pembayaran masyarakat terhadap
pengguna  parkir efisiensi transaksi
tidak perlu pembayaran  digital
menyiapkan uang menggunakan EDC di
Capacity tunai cukup Kecamatan
(kapasitas) dengan Senapelan?
menggunakan (Masyarakat)
Electronic Data Apakah penerapan
Capture  (EDC) digitalisasi
dan atau Barcode pembayaran  digital
sehingga secara langsung
mempercepat berdampak pada
proses transaksi. peningkatan
Peningkatan pendapatan daerah
Pendapatan dari sektor retribusi
Daerah, retribusi parkir? (Kepala UPT
yang  terkumpul Perpakiran dan
dapat langsung Pegawai Dishub)
masuk ke kas
daerah
Edukasi dan Bagaimana efektivitas
Sosialisasi kepada edukasi dan sosialisasi
masyarakat terhadap pemahaman
mengenai manfaat serta penerimaan
Value sistem digitalisasi. petugas parkir dan
(Nilai) Peningkatan masyarakat  terhadap
Infrastruktur, sistem digitalisasi?
menyediakan (Masyarakat, Pegawai
jaringan  internet Dishub, Petugas
yang stabil di Parkir)
lokasi parkir Bagaimana
strategis. ketersediaan
infrastuktur,
khususnya  jaringan
yang stabil, apakah
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m.. .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/_.-\_n b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

I 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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ar 2. Wawancara Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
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Gambar 1. Wawancara Kepala UPT Perparkiran Kota Pekanbaru

=
State Islamic University of Sultan Sygrif Kasim Riau
<

G

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

= =
=
Pt et
= =
= =5
2] w2
< <
) )
= =
o o
A =
= =
Pt et
s = o
2] 2] N
= = —
< =
2 z
= =
< v
Pt Bt
s =
= =
£ £
< <
& o
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



o0

I-‘ "
=X =
P

UIN SUSKA RIAU

Gambar 7. Wawancara Masyarakat
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Gambar 8. Wawancara Masyarakat
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